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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap praktik andongan
kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”
merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan:
bagaimana praktik andongan kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan
Kragan Kabupaten Rembang? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap
praktik andongan kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang?.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Desa
Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang selanjutnya dianalisis
menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu
memaparkan terlebih dahulu fakta tentang praktik andongan kapal yang terjadi
antara majikan dan juragan kapal. Kemudian dianalisis menggunakan konsep
musyarakah dalam Hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik andongan kapal
yang terjadi antara majikan dan juragan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang dilakukan secara lisan dengan prinsip kepercayaan. Di mana
pada waktu itu juragan mendatangi rumah majikan untuk mengajaknya dalam
sistem andongan. Kemudian para pihak bersepakat dan menentukan isi perjanjian
secara lisan. Salah satu isi perjanjian yaitu juragan yang telah diberikan kuasa/wakil
berkewajiban melaporkan usahanya. Tindakan meminjam modal yang dilakukan
juragan tidak dibenarkan, karena juragan tanpa izin atau kesepakatan terlebih
dahulu telah mencairkan modal tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa juragan
termasuk orang yang tidak cakap hukum atau ingkar janji. Kedua, menurut hukum
Islam praktik andongan kapal yang terjadi antara majikan dan juragan kapal di Desa
Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang itu tidak sah. Karena tidak
terpenuhinya syarat musyarakah yaitu pihak yang berserikat tidak amanah.
Sebagaimana perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh juragan kapal pada
isi perjanjian. Kemudian, terkait objek syirkah dilarang berupa harta terutang. Di
mana dalam menjalankan usaha juragan kapal meminjam modal tanpa izin kepada
majikan. Sebagaimana menurut ulama fikih empat mazhab bahwa modal dilarang
berupa harta terutang atau tidak jelas karena dapat menghalangi tujuan syirkah
yakni usaha untuk mendapatkan keuntungan.

Dari praktik di atas maka penulis memberikan saran kepada kedua belah
pihak. Bagi majikan, hendaknya dalam melakukan akad kerja sama dengan siapa
pun harus mengenal/mengetahui terlebih dahulu sifat pribadi dari mitra nya agar
terhindar dari penipuan. Bagi juragan, hendaknya dalam menjalankan usaha untuk
mencatat/membukukan setiap transaksi usaha (bukti kuitansi) untuk menghindari
perselisihan. Dan jika telah diberikan kuasa/wakil untuk mengelola usaha harus
memiliki prinsip jujur jujur dan amanah tidak boleh ingkar janji.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbanyak di dunia yang
terbentang dari Sabang sampai Merauke. Mempunyai 17.499 pulau dengan
luas total wilayah kurang lebih 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah
tersebut 3,25 juta km2 berupa lautan dan 2,55 juta km2 berupa zona
ekonomi ekslusif serta 2,01 juta km2 berupa daratan. Sehingga dengan luas
wilayah laut yang dimiliki, menjadikan Indonesia berkemampuan tinggi di
bidang kelautan dan perikanan. Terlihat pada tahun 2019, hasil nilai ekspor
produk perikanan Indonesia memperoleh Rp. 73.681.883.000 di mana nilai
tersebut bertambah 10,1% dari hasil ekspor tahun 2018.*

Luas wilayah laut dengan potensi sumber daya yang menjanjikan
tentunya akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di pesisir, terutama
yang bekerja sebagai nelayan. Karena dalam hal ini nelayan terlibat
langsung dalam sektor perikanan. Sehingga menempatkan perikanan
sebagai bidang dengan prospek yang menantang untuk dikembangkan
secara proporsional. Dengan demikian, agar hal tersebut dapat terwujud
dengan baik maka perlu dilakukan peningkatan baik sarana, prasarana,
maupun sumber daya manusianya sehingga potensi biota laut dapat
dimanfaatkan secara optimal dan taraf hidup nelayan lebih meningkat.?

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang mata
pencahariannya bergantung pada hasil laut. Biasanya mereka (nelayan)
tinggal di sekitar pesisir pantai yaitu kawasan permukiman yang dekat
dengan lokasi kegiatan mereka. Sebagian literatur mengatakan kalau

nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang terkategori miskin bila

1 Oki Pratama, “Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan
Indonesia”, dalam https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-
menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia, diakses pada 12 Januari 2021.

2 Prapto Darsono, “Pemanfaatan Sumber daya laut dan Implikasinya bagi Masyafrakat Nelayan”,
Oseana, No. 4 (November, 1999), 8.



dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya di sektor pertanian meski
tidak seluruh nelayan itu miskin.?

Sesungguhnya nelayan tidaklah satu kesatuan, namun mereka
(nelayan) terdiri dari sebagian kelompok. Bila dilihat dari kepemilikan
perlengkapan tangkap nelayan bisa dikategorikan jadi tiga kelompok, yaitu
nelayan buruh, nelayan juragan, serta nelayan perorangan. Nelayan buruh
merupakan nelayan yang bekerja dengan metode bergabung dengan pemilik
perlengkapan tangkap. Sebaliknya nelayan juragan merupakan nelayan
yang perlengkapan tangkapnya dioperasikan oleh orang lain. Ada pula
nelayan perorangan merupakan nelayan yang mempunyai perlengkapan
tangkap sendiri serta beroperasi secara mandiri tanpa adanya orang lain.*

Dari ketiga tipe nelayan di atas, maka disimpulkan bahwa nelayan
juragan bukanlah miskin. Tetapi, kemisikinan cenderung dirasakan oleh
nelayan buruh serta nelayan perorangan. Sebab kedua tipe kelompok
nelayan ini berjumlah mayoritas, sehingga berkesan kehidupan nelayan
telah melekat terkait dengan kemiskinan. Hal ini sangat ironi mengingat
Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas, lebih luas dari wilayah
daratan. Di dalam wilayah laut pula ada bermacam sumber daya yang
memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk
menjamin kesejahteraan hidup nelayan serta keluarganya.®

Johan Rosihan Anggota Komisi IV DPR RI mengatakan tingginya
angka kemiskinan nelayan mencapai 20 hingga 48 persen nelayan dari
1.459.874 nelayan yang diambil dari data Kementerian Kelautan dan
Perikanan.® Terdapat dua aspek yang menyebabkan nelayan berada dalam

lingkaran kemiskinan, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek

3 Imron Masyhuri, “Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan”, Jurnal Masyarakat dan Budaya,
No.1, (2003), 63.

* 1bid., 64.

® 1hid.

® DPR RI, “Hari Nelayan Perlu Jadi Momentum Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir”,
dalam
https://mww.dpr.go.id/berita/detail/id/32486/t/Hari+Nelayan+Perlu+Jadi+Momentum+Tingkatkan
+Kesejahteraan+Masyarakat+Pesisir, diakses pada 14 Juni 2021.



internal tersebut bisa mencakup sebagian permasalahan antara lain: 1)
nelayan dengan kualitas sumber daya manusia yang terbatas, 2) kurangnya
modal dalam usaha serta teknologi penangkapan yang terbatas, 3) ikatan
kerja dengan pemilik kapal dirasa kurang menguntungkan bagi nelayan
buruh, dan 4) ketergantungan nelayan pada satu mata pencaharian yaitu
menangkap ikan. Sebaliknya, aspek eksternal bisa berasal dari keadaan alam
dan perubahan musim yang tidak baik. Sehingga berakibat pada tidak
bisanya nelayan melaut sepanjang tahun.’

Melihat keadaan yang dialami oleh sejumlah nelayan, maka dalam
rangka memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di masyarakat pesisir
(nelayan) mereka saling bekerja sama dalam hal penangkapan ikan. Seperti
halnya kerja sama yang dilakukan antara majikan dengan juragan di desa
Karanglincak. Alasan yang mendasari kerja sama ini adalah kurangnya
modal yang dimiliki majikan dan ketidakmampuan majikan untuk
mengembangkan kapalnya. Sehingga para pihak bersepakat untuk
mengadakan perjanjian kerja sama. Saling memerlukan dalam memenubhi
kebutuhan hidup ialah dasar terjadinya kerja sama manusia baik antar

lembaga ataupun orang.

Allah Swt. berfirman:
Sk A By allighing o1sadliy J1 138 &5 W5 o3kl 1 B 1555 s

\ia)

B -

Artinya : “Dan tolong menolonglah kalian semua dalam
mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah sangat berat siksaan-Nya ”.(QS. Al-Maidah (5) : 2).2

" Etty Eidman dan Akhmad Solihin, “Aspek Hukum Sistem Bagi Hasil Perikanan Dalam Rangka
Menciptakan Keadilan”, dalam https//ikanbijak.wordpress.com, diakses pada 19 Januari 2021.

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010),
106.



Maksud penjelasan ayat di atas yaitu manusia dianjurkan untuk
saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam
kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara interaksi antar manusia
dengan manusia lainnya. Terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
agar tercipta kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Wujud
tolong menolong ini berupa kerja sama dalam kegiatan usaha penangkapan
ikan.

Hal tersebut seperti kegiatan penangkapan ikan yang terjadi pada
masyarakat di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Kerja sama yang dilakukan ini
dinamakan dengan praktik andongan (andum along andum buntung) atau
dalam arti bahasa Indonesia kerugian dan keuntungan ditanggung bersama.
Andongan kapal merupakan praktik yang sudah menjadi tradisi atau adat
kebiasaan bagi masyarakat Karanglincak yang mayoritas mata
pencahariannya sebagai nelayan. Praktik andongan ini dapat terjadi di
antara nelayan baik dengan nelayan setempat atau dengan nelayan dari luar
desa. Di namakan dengan praktik andongan kapal yaitu jika para pihak yang
bergabung memiliki modal baik berbentuk kapal ataupun uang.

Salah satu praktik andongan yang sudah terjadi seperti praktik
antara majikan dan juragan kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang pada tahun 2015. Di mana majikan merupakan
seorang pemilik modal (kapal dan uang). Sedangkan juragan merupakan
seorang nakhoda atau kapten yang tidak memiliki kapal tetapi memiliki
uang. Pada waktu itu, juragan mendatangi majikan untuk diajak kerja sama
dalam dalam sistem andongan. Sebelumnya, majikan dan juragan
bersepakat terlebih dahulu untuk menaksir harga kapal serta menentukan
besaran bagi hasil. Harga kapal milik majikan senilai Rp. 700.000.000,00
dengan rincian modal Rp. 400.000.000,00 berasal dari bapak Minto dan
modal Rp. 300.000.000,00 berasal dari bapak Kasmu (saudaranya). Setelah
merinci harga kapal tersebut maka untuk masuknya pihak juragan ini yaitu

bapak Saiful harus menyerahkan modal saham sejumlah Rp.



175.000.000,00 dengan bagi hasil 2:1:1. 2 bagian bapak Minto, 1 bagian
bapak Kasmu, dan 1 bagian bapak Saiful. Dengan catatan modal yang
disertakan oleh pihak juragan akan kembali setelah berakhirnya kerja sama
andongan ini.

Dalam kegiatan penangkapan ikan, kapal ini dikelola oleh pihak
juragan. Di mana juragan ini nantinya bekerja sama dalam menangkap ikan
dengan ABK (anak buah kapal). Terkadang majikan juga ikut melaut
dikarenakan kekurangan ABK. Semua pembekalan dan peralatan
penangkapan ikan sudah menjadi tanggung jawab juragan dan majikan.

Dalam bagi hasil, hasil tangkapan ikan yang telah diperoleh
kemudian dilelang di TPI (tempat pelelangan ikan) setempat melalui ABK.
Setelah dilakukan pelelangan hasilnya akan dibagi menjadi dua bagian.
Bagian pertama meliputi majikan dan juragan serta bagian kedua meliputi
ABK dan juragan. Bagian-bagian tersebut dibagikan setelah dikurangi
modal kas, seperti untuk modal pembekalan dan pemeliharaan sesuai
dengan kesepakatan bersama. Berdasarkan keterangan dari majikan dan
juragan tersebut, maka dalam figh muamalah pelaksanaan praktik andongan
tersebut disebut dengan akad musyarakah. Musyarakah sendiri yaitu akad
kerja sama antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu, di
mana tiap-tiap pihak memberi kontribusi dana atau mal dengan kesepakatan
bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan.®

Dalam bagi hasil melihat seberapa banyak tangkapan ikan yang
didapatkan. Jika hasil tangkapannya banyak, maka tentu tidak akan menjadi
masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha. Akan tetapi, jika hasil
tangkapannya sedikit atau bahkan sama sekali tidak maka bagi hasil tidak
bisa dilakukan. Uang hasil penjualan ikan yang tidak dibagikan itu dipakai
buat kas atau jaga-jaga ketika tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan agar

tetap beroperasi. Bahkan karena minusnya modal buat melaut maka juragan

® Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 39.



sebagai pengelola mencari pinjaman modal agar dapat beroperasi lagi
dengan ketentuan juragan harus melaporkan kepada majikan.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini peneliti memfokuskan perjanjian
kerja sama antara majikan dan juragan kapal. Pada tahun 2015 para pihak
saling mengikatkan diri dalam perjanjian andongan yang dilakukan secara
lisan dengan prinsip kepercayaan. Awal permasalahan praktik andongan ini
terjadi pada tahun 2020 di mana kapal yang dikelola pihak juragan
mengalami kerusakan yang sangat parah dan meminta kerugian utang kapal
serta meminta jaminan pengembalian modal yang dulu disertakan. Kapal
yang dikelola pihak juragan mempunyai utang senilai Rp. 350.000.000,00
dengan perbandingan 2:1:1 sesuai kesepakatan di awal. Namun, pihak
majikan tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh pihak juragan,
alasannya karena kapal yang dikelola pihak juragan selalu mendapatkan
untung dan terkadang uang hasil tangkapan tidak dibagikan dikarenakan
untuk menutupi utang kapal serta buat modal menangkap ikan lagi. Pihak
majikan juga memberikan modal kepada juragan apabila ketika menangkap
ikan kekurangan modal. Atas terjadinya konflik ini pihak juragan akhirnya
menahan kapal beserta surat izin penangkapan ikan supaya pihak majikan
membayar utang dan mengembalikan modal yang dulu dia investasikan.
Majikan tidak terima atas tindakan yang dilakukan juragan dikarenakan nota
pengeluaran kapal tidak ada dengan alasan bukti kuitansinya hilang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan
meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi antara majikan
dan juragan kapal di Desa Karanglincak. Oleh sebab itu, penulis
mengangkat judul penelitian yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap
Praktik Andongan Kapal Pada Nelayan di Desa Karanglincak

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”.

10 Minto (Majikan), Wawancara, Karanglincak, 15 Januari 2021.



B.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memberikan

identifikasi masalah dan batasan masalah yang dijadikan acuan dalam

penelitian, yaitu:

1.

Praktik andongan kapal terhadap nelayan di Desa Karanglincak
Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik andongan kapal di
Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
Langkah-langkah majikan kapal ketika surat dan perlengkapan kapal
ditahan.

Tindakan penahanan kapal beserta perlengkapannya yang dilakukan
pihak juragan.

Problematika tentang besarnya modal pinjaman dalam usaha
penangkapan ikan.

Analisis Hukum Islam terhadap praktik andongan kapal pada nelayan di

Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi, maka penulis

memberikan batasan dan ruang lingkup persoalan agar penelitian ini fokus

dan terarah. Batasan-batasan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1.

Praktik andongan kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan
Kragan Kabupaten Rembang.
Analisis Hukum Islam terhadap praktik andongan kapal pada nelayan di

Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka masalah yang

akan peneliti bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1.

Bagaimana praktik andongan kapal pada nelayan di Desa Karanglincak

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?



2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik andongan kapal pada
nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten
Rembang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian ringkas terhadap penelitian
ataupun kajian yang sudah pernah diteliti atau seputar masalah yang akan
diteliti. Sehingga terlihat jelas adanya perbedaan terkait penelitian yang
akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Dan penelitian yang diteliti
tersebut bukanlah merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang
sudah ada.'!

Adapun beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan

sebelumnya antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Leny Novita Sari mahasiswi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2017 yang berjudul
“Sistem kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan dalam perspektif
ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan
Wedung Kabupaten Demak)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa
antara juragan (pemilik perahu) dan nelayan murni kerja sama bukan upah
mengupah. Pemilik perahu memberikan modal dan nelayan yang bekerja
namun pemilik perahu juga ikut bekerja. Kerja sama yang dilakukan saling
adil dan jujur sesuai peran masing-masing. Sebelum bagi hasil di bagikan,
pendapatan dari melaut diambil terlebih dahulu untuk biaya pengeluaran
melaut baru sisanya dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat sehingga

kerja sama yang terjadi tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.*?

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Romaini mahasiswi Univeristas

Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan

11 Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk
Teknis Penulisan Skrispi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,
2017), 8.

12 | eny Novita Sari, “Sistem Kerja sama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedug Kabupaten Demak)”,
(Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2017), 111-112.



hukum Islam bagi hasil majeng ikan (studi pada nelayan di Desa Kuripan
Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan). Hasil penelitiannya
menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan antara juragan
dengan buruh yaitu sar’an (bagi dua). Dalam hal kontribusi pihak juragan
menyediakan jaring dan perahu. Sedangkan buruh nelayan bertugas
menangkap ikan serta memikul biaya operasional dan pemeliharaan perahu.
Berdasarkan tinjauan hukum Islam pada bagi hasil majeng ikan tidak sah
dikarenakan merugikan salah satu pihak. Di mana pihak buruh nelayan
berkontribusi jauh lebih besar dibandingkan juragan.®®

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fajriyatul Ifanah mahasiswi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 yang berjudul
“Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pulpulan antara pemilik kapal
dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”.
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hasil tangkapan ikan dari praktik
pulpulan sebagian digunakan untuk melunasi pemodal sebagai syarat
kepemilikan kapal. Perjanjian dalam transaksi pulpulan ini tidak ditentukan
kapan berakhirnya. Mengenai besaran angsuran jika belum lunas maka hasil
penjualan dibagi sama rata sedangkan kalau sudah lunas pemilik modal
mendapat bagian ¥ dan nelayan Y. Jika mengalami kerugian, maka yang
bertanggung jawab dalam transaksi pulpulan adalah nelayan. Sedangkan
kalau sudah lunas dan kapal itu mengalami kerusakan akibat sendirinya
menjadi tanggung jawab bersama. Dari segi hukum Islam pelaksanaan
transaksi pulpulan ini merugikan pihak nelayan karena objek ijarah
muntahiyah bit-Tamlik tidak berpindah setelah masa ijarah berakhir.
Padahal dalam Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/111/2002 disebutkan bahwa

objek ijarah dapat berpindah melalui jual beli atau pemberian.*

13 Romaini, “Tinjauan hukum Islam bagi hasil majeng ikan (studi pada nelayan di Desa Kuripan
Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)” (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 74.
14 Fajriyatul Ifanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pulpulan Antara Pemilik Kapal
dan Nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” (Skripsi—UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2015), 65-66.
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Keempat, skripsi yang ditulis oleh Marfika mahasiswi Institut
Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan
hukum Islam terhadap akad musyarakah antara pemodal dengan nelayan di
Gempong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitiannya
menyimpulkan bahwa akad kerja sama atau musyarakah antara pemilik
modal (juragan) dan nelayan sangat merugikan pihak nelayan karena beban
kerugian ditanggung oleh pihak nelayan. Pemilik modal dalam hal ini
cenderung menguasai pihak nelayan dikarenakan beberapa alasan seperti
tingkat pendidikan yang rendah, taraf ekonomi di bawah serta bentuk
pinjaman yang mengikat mereka. Sehingga jika ditinjau dari hukum Islam
maka sistem bagi hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan asas-asas syariat
Islam dikarenakan merugikan salah satu pihak.*®

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hananah Wardah mahasiswi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019 yang berjudul
“Sistem bagi hasil pada nelayan desa Morodemak Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perjanjian
yang dilakukan antara juragan dan nelayan menggunakan adat kebiasaan
atau turun temurun yaitu secara lisan. Pihak nelayan yang ingin bergabung
maka bisa ikut untuk melaut dikarenakan bentuk perjanjiannya tidak tertulis
atau tidak mengikat. Ditinjau dari hukum Islam praktik perjanjian ini
menggunakan sistem mudharabah namun fakta dilapangan biaya melaut

dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama.®

Dari berbagai kajian penelitian di atas, maka penulis menarik
kesimpulan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam
subyek penelitian yaitu persamaan dalam hal kerja sama usaha penangkapan
ikan. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam hal studi kasus penelitian

yaitu praktik andongan kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan

5 Marfika, “Tinjauan hukum Islam terhadap akad musyarakah antara pemodal dengan nelayan di
Gempong Lambada Lhok Kabupaten Aceh Besar” (Skripsi -- IAIN Purwokerto, 2018), 86-87.

16 Hananah Wardah, “Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak” (Skripsi — UIN Walisongo, Semarang, 2019), 91.
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Kabupaten Rembang. Dari permasalahan yang berbeda antara beberapa
judul penelitian yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya penulis
mengkaji tentang “Analisis Hukum Islam terhadap praktik andongan kapal
di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”.

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka
tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik andongan kapal yang terjadi pada nelayan di
Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik andongan
kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang.

. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat
memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, baik secara teoritis maupun
praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
a. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa

atau kepada peneliti di masa mendatang terutama yang berkaitan
dengan praktik andongan kapal di Desa Karanglincak apakah
dibenarkan secara hukum Islam.

b. Dapat memperluas wawasan bagi pembaca mengenai praktik
andongan kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang.

c. Dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan rujukan bagi peneliti
selanjutnya terkait pembahasan masalah praktik andongan kapal
ditinjau dari hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau
pemahaman kepada masyarakat di Desa Karanglincak yang

melaksanakan praktik andongan kapal agar sesuai dengan ketentuan
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dalam hukum Islam. Dan sebagai masukan bagi masyarakat untuk
melakukan kerja sama dengan cara membukukan atau mencatat sebuah
transaksi agar terhindar dari perselisihan.
G. Definisi Operasional
Agar penelitian ini dapat dipahami secara jelas dan untuk
menghindari terjadinya kesalah pahaman arti. Maka pentingnya sebuah
penjelasan dari setiap istilah dari judul penelitian tersebut. Berikut
penjelasan definisi operasional dari judul di atas :

1. Hukum Islam dalam skripsi ini adalah segala peraturan atau ketentuan
hukum muamalah mengenai akad musyarakah yang bersumber dari
Alqguran, hadis, dan pendapat ulama fikih imam empat mazhab.

2. Andongan kapal adalah kerja sama yang terjadi di kalangan nelayan
pemilik modal. Di mana dalam hal ini kerja sama dilakukan antara
majikan (pemilik kapal) dan juragan kapal (pemilik uang). Para pihak
berkontribusi modal, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan
kesepakatan.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan
(field research), di mana dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji
data, dan menemukan fenomena yang ada di lapangan. Untuk mencari
dan menemukan data yang benar-benar valid, maka peneliti turun ke
lapangan secara langsung dengan cara menggali sumber dari pihak
majikan dan juragan kapal yang melaksanakan praktik andongan.
Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Karanglincak
Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Data yang dikumpulkan
Untuk menjawab semua pertanyaan dan rumusan masalah perlu
mengumpulkan sebuah keterangan atau jawaban. Data yang

dikumpulkan untuk menjawab permasalahan ini berasal dari keterangan
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para pihak maupun dari beberapa dokumen. Berikut beberapa data yang
akan dikumpulkan untuk menjawab permasalahan :

a. Data tentang pelaksanaan praktik andongan kapal yang dilakukan

oleh pihak majikan (bapak Minto dan Kasmu) dengan pihak
juragan/nakhoda kapal (bapak Saiful).

Data tentang tejadinya permasalahan yang dihadapi pihak majikan
dan juragan mengenai pinjaman modal yang berdampak pada
kerugian usaha.

Data tentang cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak

majikan dan juragan dalam praktik andongan kapal.

. Data tentang ketentuan hukum Islam terhadap praktik andongan

kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan

Kabupaten Rembang.

. Sumber data

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu didapatkan. Data

yang digali untuk dijadikan sumber yaitu diperoleh secara primer dan
sekunder. Penjelesanya sebagai berikut:

a. Sumber data primer yaitu sumber pertama yang diperoleh dari

nasumbernya secara langsung.!” Dalam penelitian ini, peneliti
melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang dimintai
keterangan, di antaranya :

1) Bapak Minto dan Kasmu sebagai majikan kapal.

2) Bapak Saiful sebagai juragan/nakhoda/pengelola usaha.

3) Bapak Yusuf Imron selaku Pihak Sekretaris Desa.

. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung dan pelengkap

untuk menambahkan informasi yang kurang dari data primer.
Sumber ini diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen seperti buku,

jurnal, publikasi pemerintah, dan lain sebagainya yang mendukung

17 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

87.
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penelitian.!® Adapun beberapa sumber bacaan yang menjadi rujukan

dalam penelitian ini yaitu:

1) Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab karya
Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar tahun 2009.

2) Ensiklopedi Hukum Islam karya Abdul Aziz Dahlan tahun 1996.

3) Figh Muamalah karya Hendi Suhendi tahun 2008.

4) Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga
Keuangan dan Bisnis Kontemporer karya Andri Soemitra tahun
2019.

5) Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer karya Moh.
Mufid tahun 2019.

6) Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiyaan Musyarakah Pada
Bank Syariah karya Danang Wahyu Muhammad tahun 2014.
7) Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah
di Indonesia karya Nilam Sari tahun 2015.
4. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh sebuah data yang konkret. Peneliti
menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan sebuah data,
yaitu:
a. Observasi
Observasi merupakan langkah pertama peneliti dalam
mengumpulkan suatu data dengan cara mengamati secara langsung
ke lokasi penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan data yang
benar-benar valid dan akurat. Dalam melakukan pengamatan penulis
mencatat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik andongan
kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan

Kabupaten Rembang.

18 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 212.
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b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab
yang dilakukan secara lisan dengan tujuan mendapatkan informasi
dari sumbernya langsung secara tatap muka.® Dalam penelitian ini,
peneliti melakukan wawancara langsung kepada bapak Minto dan
Kasmu selaku majikan kapal dan juga bapak Saiful selaku juragan
kapal/pengelola. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah
semi terstruktur. Di mana sebelum wawancara peneliti sudah
membuat seperangkat pertanyaan, tetapi peneliti juga memiliki
keleluasaan ~ untuk ~ menambahkan  pertanyaan-pertanyaan
berdasarkan respon dari orang yang diwawancarai.?

Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan informasi dan data yang berupa dokumen-dokumen
yang terkait dalam pelaksanaan praktik andongan kapal baik secara
tertulis ataupun tidak. Dokumentasi tersebut dapat berupa peraturan-
peraturan, laporan kegiatan, foto-foto yang relevan dengan
penelitian.? Metode dokumentasi merupakan sebuah data
pendukung dan pelengkap dari metode observasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif. Sehingga akan didapatkan hasil
penelitian yang dapat dipercaya.?

Dalam penelitian ini dokumentasi berupa hasil catatan
dengan para pihak yang terkait, seperti foto SIPI (Surat Izin
Penangkapan lkan) dan foto kapal, serta catatan/bukti kuitansi atas

pinjaman modal dalam usaha jika ada.

19 H.M. Musfigon, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012),

117.

20 yulius Slamet, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha llmu, 2019), 96.

21 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107.

22 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Yogyakarta:
Calpulis, 2015), 39.
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5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses atau upaya dalam
menganalisis suatu data yang telah terkumpul dengan capaian untuk
mendapatkan kesimpulan dalam penelitian. Dengan harapan data yang
diinformasikan mudah dipahami.??

Data yang telah peneliti peroleh di lapangan, selanjutnya akan
dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu
metode penelitian dengan cara mendeskripsikan atau memberikan
penjelasan secara sistematis terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Kemudian, dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan yang benar-benar
valid supaya mendapatkan pemahaman yang konkret.?* Jadi metode
deskriptif analisis ini adalah untuk mendeskripsikan praktik andongan
kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
yang selanjutnya dikaitkan dengan hukum Islam.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah mengedepankan suatu teori
umum, yaitu menjelaskan tentang akad musyarakah dalam hukum Islam
yang selanjutnya dianalisis dengan fakta yang ada di lapangan tentang
praktik andongan kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian ini dan supaya
isi penelitian mudah dipahami oleh pembaca. Maka penulis membagi lima
bab pada penulisan ini, di mana dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.
Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Di mana pada bab ini berisi tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan. Bab ini penulis mendeskripsikan kerangka

23 Juliansyah, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 164.
24 Sini Arikusto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 86.
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pemikiran serta usaha atau berupaya menemukan permasalahan secara
sistematis.

Bab kedua, musyarakah dalam hukum Islam. Dalam bab ini
membahas teori-teori musyarakah. Pada teori musyarakah meliputi :
pengertian musyarakah, dasar hukum musyarakah, rukun dan syarat
musyarakah menurut ulama fikih empat mazhab, macam-macam
musyarakah menurut ulama fikih empat mazhab, karakteristik musyarakah,
manfaat dan risiko musyarakah serta berakhirnya musyarakah.

Bab ketiga, andongan kapal pada nelayan (studi kasus di Desa
Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang). Dalam bab ini
penulis menjelaskan mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian,
meliputi letak geografis desa, luas wilayah desa, jumlah penduduk, keadaan
sosial baik di bidang keagamaaan, pendidikan, dan perekonomian. Pada bab
ini juga menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya praktik andongan,
pelaksanaan praktik andongan serta permasalahan yang muncul dari
majikan dan juragan kapal.

Bab keempat, analisis hukum Islam terhadap praktik andongan
kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten
Rembang. Dalam bab ini menjawab rumusan masalah. Pertama, bagaimana
praktik andongan kapal pada nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan
Kragan Kabupaten Rembang. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam
terhadap praktik andongan kapal nelayan di Desa Karanglincak Kecamatan
Kragan Kabuapaten Rembang.

Bab kelima, penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan atas
jawaban dari rumusan masalah serta beberapa saran yang ditujukan kepada

para pihak.



BAB 11
MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa musyarakah berasal dari kata syarika yang memiliki arti
sekutu ataupun syarikat. Makna asli syirkah dalam bahasa arab adalah
mencampurkan dua bagian ataupun lebih sehingga bagian-bagian yang sudah
tercampur tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini mencampurkan modal yang satu
dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan lagi.*

Sedangkan menurut syara’ syirkah merupakan transaksi yang dilakukan
oleh dua orang ataupun lebih, di mana tiap-tiap pihak setuju untuk melaksanakan
kerja sama dengan tujuan mendaptakan keuntungan.?

Menurut mazhab Hanafi syirkah merupakan akad yang terjadi antara para
pihak yang bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan. Di mana modal yang
disertakan berupa nilai uang.® Imam Maliki berpendapat bahwa syirkah yaitu
suatu izin ber-tasharruf untuk tiap-tiap pihak yang berserikat, dan mazhab
Hambali berpendapat bahwa syirkah merupakan perserikatan dalam hal hak dan
tasharruf, sebaliknya mazhab Syafi’i menyebutkan syirkah ialah berlakunya hak
atas sesuatu bagi para pihak dengan tujuan berserikat. Sedangkan menurut
Sayyid Sabiq syirkah ialah bentuk transaksi di masa lalu yang dilakukan oleh
bangsa arab dengan tujuan bersekutu baik dalam hal modal dan keuntungan.*

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
mengatakan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak
ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu di mana tiap-tiap pihak memberikan
sebagian dana dengan syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan,

sebaliknya kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana tiap-tiap pihak.®

Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha IImu, 2014), 96.

2 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Graha llmu, 2012), 164.

% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
192.

4 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum, (Jakarta:
Kencana, 2018), 241.

® Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf ¢ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
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Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara musyarakah merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh
dua orang ataupun lebih, di mana mereka menggabungkan modalnya dalam
wujud uang atau wujud lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal.
Sedangkan kerugian akan dipikul bersama sesuai dengan penyertaan modalnya.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syirkah
merupakan akad kerja sama antara dua pihak ataupun lebih, dalam hal modal,
keahlian, dan keyakinan pada suatu usaha tertentu dengan metode bagi hasil
berlandaskan nisbah yang sudah disepakati tadinya oleh pihak-pihak yang
berserikat.

Pengertian musyarakah dalam fatwa DSN-MUI ialah akad pembiayaan
yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dalam kerja sama usaha. Tiap-tiap
dari mereka berkontribusi modal dam bersiap membagi keuntungan dan
kerugian bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari beberapa definisi yang sudah dijabarkan di atas, bisa disimpulkan kalau
musyarakah merupakan kemitraan ataupun kerja sama yang dilakukan antara
dua pihak ataupun lebih dalam suatu usaha, di mana tiap-tiap pihak berhak atas
seluruh keuntungan serta bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi
sesuai dengan investasi modalnya.®

B. Dasar Hukum Musyarakah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan musyarakah
adalah diperbolehkan selama memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah
ditetapkan oleh syara’. Adapun dasar hukum musyarakah terdapat dalam
Alquran, sunnah, dan ijma’.

1. Al-Quran

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain:

Sl B i ‘;@3 SIS G ST \3;\50\;

6 Juanda, Figh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar’i, (Yogyakarta: Salma
Idea, 2016), 81.
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Artinya: “Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari

seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”. (Q.S.

An-Nisa : 12)’

bl 15kosg 15500 Gl ) ks o pdais i sl ot 18 Oy
PR b3

Artinya: “Memang banyak di antara orang-orang yang berserikat itu

berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”. (Q.S.
Ash-Shad: 24)8

Penafsiran syirkah pada surat An-Nisa (4) ayat 12 yaitu berserikat dalam
mempunyai harta yang didapatkan dari warisan. Sebaliknya pada surat Ash-
Shad (38) ayat 24, maksud dari lafal al-khulatha yaitu pengelolaan harta

yang dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak yang bergabung.®

2. Hadis
Hadis-hadis Rasulullah Saw. yang bisa dijadikan rujukan dasar akad
musyarakah adalah :
a) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

-

Ublst B 15 il Wblst 34 3 1 385,500 36 o - J3ks i &y
Artinya : “Allah Swt. berfirman : “ Aku adalah pihak ketiga dari dua
orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka
yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya,

maka aku keluar dari keduanya”. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh
al-Hakim, dari Abu Hurairah).°

Penjelasan maksud hadis di atas adalah jika kedua orang yang melakukan
kerja sama dalam suatu bisnis, maka Allah Swt. turut menemani dan
membagikan berkahnya, sepanjang tidak terdapat pihak yang berkhianat.

Koperasi hendak turun nilainya bila terjalin penyimpangan oleh

" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 79.

8 Ibid., 454.

® Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), 342.
10 Ensiklopedi Hadits-Kitab 9 Imam.
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pengurusnya. Inilah peringatan Allah Swt., bahwa banyak kemungkinan cara
di dalam koperasi untuk mengkhianati sesama anggota. Seperti itu koperasi
yang akan dijauhi ataupun dinaikan dengan ridho Allah Swt., sehingga
kejujuran harus kembali diterapkan. Berdasarkan hadis tersebut, bahwa
permasalahan dalam serikat sudah dikenal sejak lama sebelum Islam datang,
dan dari beberapa buku penerbitan fikih Islam juga membahas. Di mana
koperasi merupakan salah satu wusaha di bidang ekonomi yang
diperbolehkan.!

b) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
o 3kl s g 5 Pols 5 lle ) Gabindll ot o el
i gl Wl 5 b ) ooy
Artinya : “Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.2
3. Tagqrir Nabi
Taqrir Nabi terhadap aktivitas musyarakah yang dipraktikkan oleh
masyarakat pada kala itu. Sehabis Rasulullah Saw. diutus menjadi Nabi,
masyarakat sudah melakukan akad musyarakah. Setelah itu, Rasullah Saw.
menetapkan kalau akad musyarakah itu legal buat digunakan oleh
masyarakat, sebagaimana ada banyak hadis Rasullah Saw. yang
menerangkan keabsahan akad musyarakah.3

4. Ijma’ ulama

Dalam kitab “A/-Figh al-Islami wa Adillatuhu” yang dikutip dari
Wahbah Zuhaili bahwa akad musyarakah itu diperbolehkan. Dan para ulama
setuju tentang keabsahan akad musyarakah secara global walaupun terdapat

perbandingan pendapat di antara mereka mengenai beberapa macam

11 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum..., 243.

12 Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

13 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2009), 225.
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musyarakah. Para ulama secara terus terang telah bersepakat atas
pelaksanaan akad musyarakah. Jadi akad ini telah mendapatkan pengakuan

secara sah menurut syari.*
Kaidah Fikih
Gal5d J& 45 03 O ¥ as gy ool b ¥

Artinya : “Hukum asal muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil

yang mengharamkan”.*®

Gl B B L8
Artinya : “Prinsip kemitraan/perkongsian dalam bisnis adalah pemberian
kuasa (wakalah) dan tanggung jawab (amanah)”.

Maksudnya, dalam akad kemitraan bisnis syariah adalah pemberian
kuasa/wewenang dalam upaya pengembangan modal melalui usaha bisnis
untuk memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Keuntungan yang
dihasilkan dari pengelolaan modal ini menjadi keuntungan bersama dan
akan dibagi secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama. Tidak
hanya itu, kemitraan ini memberikan konsekuensi logis berupa tanggung
jawab dalam mengelola modal usaha dalam bisnis kemitraan. Oleh karena
itu, kerugian dalam akad syirkah akan dibagi secara proporsional sesuai

dengan besarnya nisbah kepemilikan tiap-tiap pihak.®

18,50 Inlang Bl 03y Ik Loy o520 el Golby

Artinya : “Kemutlakan pengelolaan modal bagi para pihak (syarik amil)
dalam akad kemitraan dibatasi berdasarkan izin, kebiasaan dan kuntungan
perkongsian”.

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa pengelolaan modal usaha
bersama harus dilakukan berdasarkan kontrak yang disepakati dalam

perjanjian bisnis. Perjanjian bisnis ini didasarkan pada kesepakatan para

4 1bid.

15 Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

16 Moh.

149.

Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), 148-
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pihak yang ikut serta dalam akad syirkah, berbentuk kewenangan-
kewenangan yang dimiliki oleh para pihak. Oleh sebab itu, kebijakan yang
diambil dalam pengelolaan modal syirkah harus berdasarkan izin kedua
belah pihak, kebiasaan (urf) yang wajar dalam usaha, dan kepentingan yang
sebesar-besarnya untuk kepentingan usaha kemitraan dengan memperoleh

keuntungan yang sebesar-besarnya.’

C. Rukun dan Syarat Musyarakah
1. Rukun dan Syarat Syirkah Menurut Mazhab Hanafi
Menurut mazhab Hanafi rukun syirkah hanya ada satu, yaitu sighat
(ijjab dan kabul) karena sighat menentukan sah atau tidak sahnya suatu
transaksi. Sedangkan selain sighat yaitu para pihak yang berserikat dan objek
akad tidak digolongkan dalam rukun syirkah, melainkan hanya sebagai
syarat demi terwujudnya sighat. 8
Adapun beberapa ketentuan syarat yang harus diperhatikan, antara
lain:
a. Benda yang diakadkan dapat dipandang sebagai perwakilan.
b. Pembagian keuntungan harus jelas agar tidak terjadi spekulasi
dikemudian hari.
c. Laba di ambil dari hasil laba harta syirkah bukan dari harta lain.*°
2. Rukun dan Syarat Syirkah Menurut Mazhab Maliki
Mazhab Maliki berpendapat bahwa rukun syirkah ada tiga syarat yang
harus dipenuhi, yaitu sighat, para pihak yang berserikat, dan objek akad
(pekerjaan/harta) yang dijadikan persekutuan.
Adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan, di antaranya :
a. Sighat yaitu pernyataan yang keluar dari masing-masing pihak yang
berakad dengan menunjukkan kehendak untuk malaksanakannya baik
berupa ucapan ataupun perbuatan.

b. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang bekerja sama.

7 1hid.
18 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 127.
19 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1996), 1714.
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1) Merdeka, perserikatan/kerja sama tidak sah jika dilakukan antara
orang merdeka dengan hamba sahaya atau diperbolehkan jika antara
hamba sahaya mendapat izin dari majikannya.

2) Sudah dewasa (baligh).

3) Kompeten, para pihak yang bekerja sama harus benar-benar paham
mengenai kesepakatan syirkah yang akan dijalankan bukan
sembarang orang.

4) Wakil, orang yang diberikan kuasa/wakil harus merdeka bukan
hamba sahaya.

c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Modal dapat berupa harta
maupun pekerjaan, Adapun modal pokok harus ada dalam syirkah. Dan
modal harta dilarang berupa harta yang terutang atau harta yang tidak
jelas karena dapat menghalangi tujuan syirkah yaitu mendapatkan
keuntungan. Sehingga objek syirkah harus tunai.?

3. Rukun dan Syarat Syirkah Menurut Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i hanya membenarkan syirkah ‘inan, sedangkan yang
lainnya tidak disetujui. Rukun syirkah menurut mazhab Syafi’i terdiri dari

tiga bagian yaitu : sighat, dua orang yang bersekutu, harta sebagai modal.
Adapun syarat dari rukun syirkah yaitu:

a. Sighat, yaitu ijab dan kabul yang memiliki syarat :

1) Dalam pengelolaan disyaratkan mendapatkan izin dari pihak sekutu
baik menjual dan membeli.

2) Jika salah satu anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan
kabul oleh semua anggota sebagai tanda pemberian izin bahwa dia
diperbolehkan untuk mengelola sebagaimana jabatan yang diterima.

3) Jika beberapa pekerjaan dapat dikerjakan secara bersama-sama maka

harus mendapatkan izin oleh anggota lainnya dan pemberian izin

20 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Figih Muamalah Dalam Pandangan 4
Mazhab, (Yogyakarta: maktabh al-Hanif, 2009), 264.
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tersebut termasuk kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak
boleh melaksanakan tugas melebihi apa yang diberikan.

4) Kata sepakat itu dapat dimengerti. Misalnya saya percayakan dan
izinkan kamu untuk mengelola harta syirkah dalam perdagangan
pada umumnya. Kemudian, hal itu dijawab dengan ucapan saya
terima inilah yang dimaksud akad sighat.

b. Dua orang yang berserikat. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:
pandai, dewasa (baligh), merdeka dan kompeten dalam memberikan atau
diberikan kekuasaan perwakilan.

c. Modal, syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:

1) Modal itu berbentuk barang mistli, artinya barang yang dapat
dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa
dipesan, seperti emas dan perak.

2) Modal dicampurkan sebelum perjanjian syirkah dilaksanakan agar
tidak dapat dibedakan lagi dengan yang lainnya.

3) Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu
sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau
salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.?

4. Rukun dan Syarat Syirkah Menurut Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa rukun syirkah terdapat tiga

bagian, yaitu:

a. Sighat yaitu akad kesepakatan antara para syarik.
b. Para pihak yang melakukan kerja sama baik dua orang atau lebih dan
para pihak saling menanggung kewajibannya.
c. Modal dari para pihak yang bekerja sama.
Adapun beberapa syarat syirkah yang perlu diperhatikan, yaitu:
a. Syarat dalam syirkah ‘inan
1) Modal yang disertakan oleh para pihak berupa barang yang bernilai

seperti emas dan perak atau mata uang yang berlaku.

21 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), 446.
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2) Harta yang digabung harus jelas.
3) Pada saat kesepakatan harta harus ada dan tidak disyaratkan
dicampur.
4) Bagi hasil keuntungan disesuaikan dengan harta yang
diperserikatkan.
b. Syarat dalam syirkah wujuh
1) Menghindari kerugian diantara para syarik karena yang
diperserikatkan adalah kredibilitas para syarik.
2) Para syarik menjadi penjamin terlaksananya syirkah.
c. Syarat dalam syirkah mudharabah
1) Modal yang disertakan bernilai atau dinilai sebagai alat tukar
menurut kebiasaan.
2) Pekerjaan dan objek harus dijelaskan pada perserikatan.
3) Bagi hasil keuntungan terhadap pekerja harus ditentukan sesuai

dengan kadar yang dikerjakan.
Namun secara umum syarat syirkah menurut mazhab Hanbali yaitu:

1) Harta yang diperserikatkan harus jelas dan diketahui oleh para pihak
yang melakukan kerja sama.

2) Adanya harta atau keterangan yang memperlihatkan nilai harta dan
dapat digunakan kapan saja.

3) Bagi hasil keuntungan yang diterima disesuaikan dengan jumlah

modal yang disertakan atau pekerjaan yang dikerjakan.?2

Sehingga dari pemaparan di atas, maka ada syarat yang sudah

disepakati oleh ulama fikih empat mazhab antara lain:

1) Dua pihak yang melakukan transaksi musyarakah memiliki
kecakapan/keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan.

Hal ini dapat terwujud jika seseorang itu berstatus merdeka, baligh,

22 Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arb ‘ah, (Kairo: Dar al-Hadist, 1994), 44.
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dan pandai. Hal ini diperlukan sebab posisi masing-masing pihak
tersebut adalah sebagai mitra jika ditinjau dari andilnya sehingga ia
menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2) Modal musyarakah diketahui.

3) Modal musyarakah ada pada saat transaksi.

4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku,
seperti setengah dan sebagainya.?

Sementara itu, syarat yang belum ada kesepakatan atau masih
diperselisihkan di antara ulama fikih empat mazhab yaitu:

1) Syafi’iyyah mensyaratkan bahwa modal berasal dari benda yang
dipersamakan (mitsl), benda tersebut bisa dipertukarkan, ditimbang,
dan bisa diperjualbelikan dengan salam semacam emas dan perak.
Hanafiyah serta sebagian Hanabilah mensyaratkan bahwa modal
harus berupa nilai (harga), bukan barang meskipun bisa ditukar dan
ditimbang. Malikiyah serta sebagian Hanabilah mensyaratkan
bahwa modal tidak disyaratkan berupa barang mitsl, tetapi boleh
selain barang mitsl.

2) Mayoritas ulama tidak mengharuskan aset modal dicampur.
Sedangkan Syafi’iyyah mensyaratkan aset modal wajib dicampur.

3) Malikiyah dan Syafi’iyyah mensyaratkan pembagian keuntungan
ditetapkan oleh persentase tiap-tiap kontribusi modal. Hanafiyah
serta Hanabilah berpendapat kalau bagian keuntungan bisa
didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bekerja sama.?*

D. Karakteristik Musyarakah

Para pihak yang terikat dalam kerja sama harus siap untuk menyediakan

danaya dalam mendanai suatu usaha. Baik usaha tersebut baru dijalankan

2 Danang Wahyu Muhammad, “Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiyaan Musyarakah Pada
Bank Syariah”, Jurnal Hukum Bisnis, No.3, (2014), 278.

24 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis
Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), 98.
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ataupun yang sudah berjalan. Penanaman modal musyarakah dapat berwujud
uang tunai, setara kas ataupun aset non tunai, termasuk aset tidak berwujud

seperti lisensi dan hak paten.

Untuk menjamin dananya, mitra dapat meminta mitra lain untuk
memberikan jaminan atas kelalaian ataupun kesalahan yang disengaja. Adapun
tindakan yang menunjukkan kesalahan yang disengaja antara lain:

1. Pelanggaran kontrak meliputi penyalahgunaan dana investasi, manipulasi
bayaran, serta pendapatan operasional.
2. Penerapan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Bila tidak terdapat kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, maka
kesalahan yang disengaja wajib dibuktikan berlandaskan keputusan lembaga
yang berwenang. Setelah itu hasil usaha tersebut dibagi antara sekutu secara
sepadan sesuai dengan modal yang disetorkan ataupun menurut nisbah yang
sudah disepakati bersama. Sebaliknya, kerugian dibebankan secara sepadan

sesuai dengan modal yang disetorkan.

Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi bisnis yang berkaitan
dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam bentuk pembukuan

tersendiri.?®

E. Macam-macam Musyarakah
1. Macam-macam Syirkah Menurut Mazhab Hanafi
Ada beberapa macam syirkah menurut mazhab Hanafi, antara lain:
a. Syirkah Amlak
Syirkah amlak merupakan kepemilikan bersama dan keberadaannya
ada ketika dua orang atau lebih secara kebetulan mendapatkan
kepemilikan bersama atas suatu harta tanpa adanya sebuah perjanjian
resmi. Kemudian, syirkah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu syirkah

ijbariyyah dan syirkah ikhtiyariyyah. Adapun syirkah ijbariyyah yaitu

%5 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah..., 100.
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berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta benda
tanpa suatu usaha, seperti harta warisan. Sedangkan syirkah
ikhtiyariyyah terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak oleh
masing-masing pihak yang berserikat.
b. Syirkah Uqud
Syirkah uqud dapat dianggap sebagai kerja sama Yyang
sesungguhnya, karena para pihak setuju atau berkeinginan untuk
membuat suatu perjanjian investasi bersama dengan berbagi keuntungan
dan kerugian. Menurut mazhab Hanafi syirkah uqud terbagi menjadi
tiga macam, yaitu:
1) Syirkah maal
Syirkah maal merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dalam hal harta/modal berupa uang. Modal dilarang
berbentuk modal wutang karena pembagian keuntungannya
berdasarkan modal yang disertakan. Apabila modal berupa utang
maka pembagiannya berupa perkiraan.

2) Syirkah wujuh

Syirkah wujuh adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih dalam membeli sebuah barang dan menjualnya secara
angsuran dengan modal kredibilitas/nama baik untuk memperoleh

keuntungan.
3) Syirkah a’'mal

Syirkah a’mal adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih yang mempunyai keahlian tertentu untuk mengerjakan
pekerjaan tertentu guna memperoleh keuntungan dari pekerjaan

yang dikerjakan.?®

26 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Figih Muamalah Dalam Pandangan 4
Mazhab..., 273.
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Masing-masing dari tiga macam syirkah itu dibagi lagi menjadi dua.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Syirkah maal

a)

b)

Mufawadlah, kerja sama antara dua orang yang berserikat
dengan persyaratan kesamaan modal, usaha, dan agama. Jika
salah satu pihak mewakilkan percampuran, maka pihak lain juga
harus mewakilkan. Dan jika salah satu pihak mengalihkan
modal, maka pihak lain juga sama. Apabila salah satu pihak
tidak mewakilkan perserikatnnya, maka bukan termasuk dalam
kategori syirkah mufawadlah tetapi syirkah ‘inan. Akad yang
terjalin dalam syirkah mufawadlah yaitu akad wakalah dan
kafalah.

‘Inan, kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dalam harta dan pekerjaan tanpa adanya syarat kesamaan oleh
para pihak. Keuntungan yang diperoleh sesuai dengan modal
yang disertakan. Akad dalam syirkah ‘inan termasuk di
dalamnya wakalah tanpa kafalah. Perserikatan ini boleh
dilakukan antara orang muslim dengan non muslim dan antara

anak kecil dan yang mewakilinya.

2) Syirkah wujuh

s)

)

Syirkah wujuh mufawadlah merupakan kerja sama yang terjadi
antara pihak-pihak yang memiliki

kerja sama dengan orang yang memiliki kredibilitas/nama baik
yang sama dan kedudukan yang sama sehingga pembagian
keuntungan dapat dibagi dengan pembagian yang sama karena
kredibilitas yang sama. Jaminan nama baik menjadi modal
utama dalam perserikatan ini.

Syirkah wujuh ‘inan, perserikatan yang tidak dalam syarat
syirkah wujuh mufawadlah di mana dalam perserikatan ini tidak

ada penjamin atau pihak lain yang berserikat membeli barang
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untuk diambil untungnya dalam perserikatan diluar kesepakatan
mereka yang berserikat.
3) Syirkah a’'mal

a) Syirkah ‘amal mufawadlah, perserikatan pekerjaan antara dua
orang atau lebih dengan syarat pembagian pekerjaan sama,
pembagian keuntungan sama, kerugian sama dan para pihak
yang berserikat saling menjamin pekerjaannya.

b) Syirkah ‘amal ‘inan, perserikatan pekerjaan antara dua orang
atau lebih tanpa mensyaratkan pembagian pekerjaan yang sama
namun sepertiga dikerjakan dua pertiga yang lain dikerjakan
oleh pihak lain. Begitu pula pembagian keuntungan dan

kerugiannya sesuai dengan porsi pekerjaan yang dilakukan.?’

Dari penjelasan tersebut, maka syarat-syarat syirkah dapat

diringkas sebagai berikut:

1) Syarat yang berlaku untuk seluruh syirkah maal atau selainnya.

a) Harta yang disertakan dapat diwakilkan.

b) Pembagian keuntungan atau kerugian ditentukan dalam
bentuk presentase, seperti separuh, sepertiga dan
sebagainya. Bukan ditentukan dengan jumlah nominal uang
dengan kesepakatan.

2) Syarat yang berlaku sama untuk syirkah mufawadlah dan ‘inan.

a) Penyertaan modal berbentuk nilai uang atau sesuatu yang
bernilai alat tukar.

b) Modal para pihak yang bekerja sama harus ada pada saat
perjanjian berlangsung atau Kketika akan dilakukan
pembelian barang.

c) Modal dilarang berupa hutang.

3) Syarat yang barlaku khusus syirkah mufawadlah dan macam-

macamnya.

2 1bid.
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a) Modal yang disertakan oleh pihak yang berserikat harus
sama nilai dan jenisnya.

b) Semua harta dijadikan modal.

c) Masing-masing pihak menjadi penjamin atau wakil bagi
pihak lainnya. Dan masing-masing pihak harus dewasa
(baligh), berakal, merdeka, dan seagama.

d) Kerjasama vyang dijalankan bersifat umum tidak
mengkhususkan pada satu bidang.

4) Syarat yang khusus berlaku untuk syirkah ‘inan.

a) Tidak dipersyaratkan modal, wewenang, dan keuntungan
harus sama.

b) Salah satu pihak boleh berkontribusi modal lebih banyak
dibanding pihak lain.

c) Masing-masing pihak dapat diberikan tanggung jawab tanpa
ikut serta mitra yang lain.?

2.  Macam-macam Syirkah Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki bahwa syirkah terbagi menjadi syirkah uqud,

antara lain:

a. Syirkah ‘inan
Syirkah ‘inan merupakan kerja sama yang dilakukan dengan
pembagian disesuaikan dengan modal yang disertakan. Jika modal para
pihak sama, pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka

syirkah menjadi batal.
Adapun beberapa ketentuan dalam syirkah ‘inan, yaitu:

1) Syirkah ‘inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal
sekaligus keahlian dan kerja.
2) Pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerja sama modal dan

kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

28 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 177.
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3) Dalam syirkah ‘inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak
dan modal yang disertakannya.

4) Para pihak yang berserikat tidak wajib untuk menyerahkan semua
uangnya sebagai sumber dana modal.

5) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal
syirkah ‘inan.

6) Akad syirkah inan dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau
Khusus.

7) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian
para pihak dalam syirkah ‘inan, wajib ditanggung secara
proporsional.

8) Keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ‘inan dibagi secara
proporsional.?®

b. Syirkah abdan

Syirkah abdan merupakan kerja sama yang diperbolehkan dengan
alasan untuk mendapatkan keuntungan. Kerja sama ini tidak hanya
terjadi pada harta saja, tetapi juga pekerjaan atau keahlian. Mazhab
Maliki menganjurkan keshahihan syirkah ini yaitu harus ada kesatuan
usaha. Syirkah ini mensyaratkan dalam jenis usaha harus ada kaitannya
dan harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat maka
syirkah ini tidak sah. Pembagian keuntungan dalam syirkah ini
diperbolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli
dan pihak yang bekerja lebih banyak dapat mendapatkan imbalan

tambahan.*
c. Syirkah mufawadlah

Syirkah mufawadlah merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua

orang atau lebih, di mana komposisi masing-masing pihak sama dalam

29 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2010), 815.
%0 1bid., 813.
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hal modal, pekerjaan, keuntungan ataupun kerugian.3® Adapun

beberapa ketentuan yang harus dimiliki, antara lain:

1) Setiap pihak berkontribusi harta yang sama.

2) Setiap pihak memiliki kewenangan yang sama dalam
membelanjakan harta.

3) Persamaan agama.

4) Setiap pihak harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari pihak
lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang
diperlukan.®?

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk
syirkah mufawadlah ini. Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis
besar sependapat atas kebolehannya, meski keduanya masih berselisih
pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi“i

berpendapat bahwa syirkah mufawadlah itu tidak boleh.3?

Imam Malik berpendapat, dinamakan syirkah mufawadlah ialah
persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan,
dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang
lain, hak bertindak atas nama syirkah, baik para anggotanya hadir
semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama
besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh

salah seorang anggota di dalam modal syirkah.3*
d. Syirkah wujuh

Menurut mazhab Maliki syirkah wujuh tidak sah, dengan alasan
dalam kerja sama haruslah denga modal yang dapat dinilai dengan uang

atau dapat diukur supaya pembagian keuntungan dan kerugian adil.

31 Gufron A. Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
194-195.

32 Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-4rb ah..., 150.

33 Ibnu Rusyd, Bidayatul al-Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 306.

34 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, ljazah dan Syirkah, (Bandung: Al-Ma’arif,
1987), 57-58.
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Seperti pembagian keuntungan dalam syirkah ‘inan bahwa keuntungan
yang diperoleh disesuaikan dengan modal yang disertakan dalam kerja

sama.®

3. Macam-macam Syirkah Menurut Mazhab Syafi’i
Imam Syafi’i tidak membenarkan semua bentuk syirkah kecuali
syirkah ‘inan. Menurut Imam Syafi’i bahwa syirkah mufawadlah itu batal
kecuali jika para pihak yang berserikat itu secara bersama-sama
berkontribusi dalam hal harta, pekerjaan, dan pembagian keuntungan
bersama. Syirkah mufawadlah dapat dianggap sah jika telah terpenuhi
kesamaan dalam hal modal, kemampuan, agama, dan pembagian
keuntungan. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa syirkah abdan dianggap
batal karena dalam kontribusi tidak ada harta yang diperserikatkan dan
adanya unsur kebohongan seperti tidak diketahui kadar pekerjaan antar
individu lainnya. Selanjutnya, syirkah wujuh dianggap batal karena tidak
adanya percampuran harta/modal dalam kerja sama. Selain itu,
kredibitas/nama baik sulit diukur dalam mewakili seseorang dalam bekerja
sama. Mengenai pembagian keuntungan dalam syirkah ‘inan tergantung
pada modal yang disertakan. Jika modal yang disertakan semakin besar
maka keuntungan yang didapatkan juga semakin besar. Jadi tidak melihat
sama atau tidaknya modal tetapi dilihat dari keuntungan yang diperoleh
disesuaikan dengan besarnya modal yang diberikan.3®
4. Macam-macam Syirkah Menurut Mazhab Hanbali

a. Syirkah ‘inan

Syirkah ‘inan adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih, di mana masing-masing pihak berkontribusi modal untuk
memperoleh keuntungan dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan

jumlah modal yang digunakan dan kerja antara mereka. Syirkah ini

% Mukhammad Zainul Muttagin, ¢ Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Mazhab” (Skripsi—
IAIN Tulungagung, 2018), 30.
% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah..., 24.
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dibolehkan dengan uang emas atau perak atau bentuk uang lainnya
karena dalam menilai barang ditentukan dengan harga dari barang
tersebut. Para pihak yang berserikat dibolehkan untuk melaksanakan
pekerjaan atau salah satunya saja namun penyertaan modal keduanya
dalam bentuk harta harus tetap ada. Pihak yang bekerja lebih banyak
mendapatkan keuntungan tambahan di samping dari jumlah modal yang
diserikatkan.*’

b. Syirkah wujuh

Syirkah wujuh adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam
pembelian dan penjualan dengan bermodalkan kredibilitas/nama baik
orang-orang yang bekerjasama sebagai jaminannya. Kemudian barang
atau sesuatu lain yang telah dibeli tersebut dijual dengan menambahkan
keuntungan untuk mereka yang bekerja sama. Adapun pembagian
keuntungannya ditentukan di antara mereka yang bekerjasama, apakah
setengah-setengah, sepertiga ataupun sesuai dengan kesepakatan yang
mereka sepakati. Bahkan apabila dari salah satu pihak yang bekerjasama
tidak membeli sesuatu maka syirkah ini tidak batal.®®

c. Syirkah abdan

Syirkah abdan adalah kerjasama yang terjadi antara dua orang atau
lebih, di mana mereka memiliki keahlian masing-masing dan dikerjakan
dalam satu tempat. Seperti kerjasama antara tukang jahit dengan tukang
sol sepatu yang menempati satu toko. Maka kerjasama mereka untuk
menggunakan toko tanpa Kketerlibatan dalam usaha masing-masing.
Pembagian keuntungan bukan berdasarkan hasil pekerjaan yang
dilakukan, akan tetapi manfaat dari tempat yang ditempati oleh mereka
yang berserikat. Adapun kewajiban mereka kepada pemilik toko adalah
harga sewa yang harus dibayar sesuai dengan penggunaan toko tersebut

untuk menunjang usaha masing-masing dari yang berserikat. Dalam

37 Mukhammad Zainul Muttagin, ¢ Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Mazhab” (Skripsi—
IAIN Tulungagung, 2018), 44.
3 Ibid.
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pembagian keuntungan syirkah ini dibolehkan berbeda dari
pertimbangan salah satu pihak yang lebih ahli dan pihak yang bekerja
lebih banyak berhak mendapatkan imbalan tambahan.>®

. Syirkah mudharabah

Syirkah mudharabah adalah kerja sama yang dilakukan antara
pemilik modal dengan pengelola usaha. Di mana pemilik modal
menyediakan modal kerja. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan
sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.*°

Sehingga dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan dan

dipahami bahwa empat mazhab fikih berbeda pendapat mengenai boleh atau

tidak bolehnya syirkah, yaitu:

1)
2)

3)

4)

Syirkah ‘inan para ulama sepakat mengizinkan.

Syirkah mufawadlah. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi syirkah ini
diperbolehkan. Sebaliknya, mazhab Syafi’i dan Hanbali tidak
diperbolehkan dikarenakan kenyataannya sulit untuk mempunyai
persamaan dalam seluruh unsur, serta banyak memiliki faktor gharar
atau ketidakjelasan.

Syirkah a’mal atau abdan. Mayoritas ulama yaitu mazhab Hanafi,
Maliki, dan Hanbali membolehkan melakukan syirkah ini. Sebaliknya,
mazhab Syafi’i tidak diperbolehkan karena hanya membolehkan syirkah
modal dan melarang syirkah kerja.

Syirkah wujuh. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali syirkah ini
diperbolehkan. Sebaliknya, mazhab Maliki dan Syafi’i tidak
diperbolehkan.*!

F. Manfaat dan Risiko Musyarakah

Pembiayaan musyarakah dapat memberikan manfaat untuk para pihak,

antara lain:

% 1bid., 45.
0 1bid.

41 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 210.
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1. Ketika usaha nasabah mengalami keuntungan bertambah, maka LKS juga
akan menikmati dalam jumlah tertentu.

2. Jika arus kas usaha nasabah sedang buruk, maka pelunasan pokok
disesuaikan dengan arus kas yang ia miliki supaya nasabah tidak merasa
keberatan.

3. LKS bakal lebih selektif serta berjaga-jaga dalam mencari usaha yang halal,
nyaman, serta menguntungkan. Karena keuntungan yang nyata dan betul-
betul terjadi itu di saat bagian itu dibagikan.

4. Prinsip bagi hasil musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap. Di mana
bank akan menetapkan jumlah bunga yang tetap kepada nasabah, baik

nasabah mengalami keuntungan maupun kerugian usaha.*?

Dalam pembiayaan musyarakah tentu ada risiko tinggi yang dihadapi,
khususnya dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Side streaming: nasabah menggunakan dana yang tidak sesuai dengan akad.
2. Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, jika nasabahnya tidak jujur.*®
G. Berakhirnya Musyarakah
Adapun beberapa faktor yang dapat mengakibatkan akad musyarakah
berakhir, yaitu:

1. Jika salah satu pihak memutuskan atau membatalkan kerja sama meskipun
tanpa persetujuan pihak lain. Sebab akad musyarakah merupakan akad yang
terjalin atas dasar sukarela dari kedua belah pihak.

2. Salah satu mitra kehilangan kemampuan tasharruf (keterampilan mengelola
kekayaan), baik sebab kegilaan ataupun alibi lain.

3. Salah satu mitra wafat, namun bila terdapat lebih dari dua mitra maka cuma
mitra wafat yang batal. Musyarakah akan tetap berlangsung pada mitra kerja

yang masih hidup.

42 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 207.
3 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam..., 211.
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4. Salah satu anggota berada di bawah pengampuan, alasannya boros ketika
pelaksanaan perjanjian berlangsung ataupun alasan yang lain.

5. Menurut mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali jika salah satu anggota pailit
maka dapat membatalkan perjanjian. Sebaliknya, menurut mazhab Hanafi
kepailitan seseorang tidak mempengaruhi suatu perjanjian oleh pihak yang
bersangkutan.

6. Sebelum dibelanjakan modal para anggota hilang. Jika hilangnya modal
sebelum adanya percampuran, maka menjadi risiko pemiliknya sendiri.
Namun, kalau modal sudah dicampurkan dan tidak dapat dipisahkan
menjadi tanggung jawab bersama. Sedangkan jika harta itu telah habis
setelah dibelanjakan maka menjadi risiko bersama. Jika masih ada harta

yang tersisa, maka musyarakah tetap berjalan dengan harta yang tersisa.**

4 Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., 133-134.



BAB Il1
ANDONGAN KAPAL PADA NELAYAN (STUDI KASUS DI DESA
KARANGLINCAK KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk menentukan bagaimana watak dan sifat dari suatu wilayah.
Tentunya perlu diperhatikam keadaan masyarakat atas tempat tinggalnya.
Sehingga antar wilayah satu dengan yang lain memiliki perbedaan
karakteristik. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa
Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Perbedaan tersebut
dapat dilihat dengan beberapa faktor, di antaranya faktor geografis, sosial,
keagamaan, pendidikan, dan faktor ekonomi.

Berikut merupakan gambaran umum objek penelitian yang penulis
peroleh dari perangkat desa, sebagai berikut:
1. Letak Geografis
Desa Karanglincak merupakan salah satu desa yang berada di
Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang lokasinya dekat dengan
pesisir pantai. Jarak desa Karanglincak dengan Kecamatan sejauh 5 km
dan dengan Kabupaten Rembang sejauh 41 km. Menurut keterangan dari
bapak Amir Mahmud yang menjabat sebagai KASI Pemerintahan batas-

batas wilayah sekitar Desa Karanglincak yaitu sebagai berikut:!

a. Sebelah utara : berbatasan dengan Laut Utara.

b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Mojokerto.
c. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Karangharjo.
d. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Karanganyar.

1 Amir Mahmud (KASI Pemerintahan), Wawancara, Kantor Balai Desa Karanglincak Kecamatan
Kragan, 6 Juli 2021.

40
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2. Luas Wilayah Desa
Desa Karanglincak memliliki luas wilayah sekitar 54 hektar, di

antaranya terdiri dari :2

Tabel 1
Luas wilayah Desa
No | Uraian Luas (Ha)
1 Luas Perumahan 19
2 Luas Persawahan 14
3 Luas Fasilitas Umum 11
4 Ladang/kebun dll 10

3. Jumlah Penduduk
Penduduk Desa Karanglincak mayoritas bersuku jawa. Tetapi, ada
sebagian penduduk yang berasal dari luar jawa yang telah menetap
dikarenakan menikah ataupun tuntutan pekerjaan. Rata-rata penduduk
berasal dari keturunan asli Desa Karanglincak. Jumlah penduduk pada
tahun ini mencapai 3.343 jiwa dengan rincian sebagai berikut:®

Tabel 2
Jumlah penduduk

No | Uraian Keterangan
1 Laki-laki 1717 jiwa
2 Perempuan 1626 jiwa
3 Kepala Keluarga 1162 jiwa

4. Kondisi Sosial Keagamaan
Lokasi Desa Karanglincak yang dekat dengan fasilitas tempat
ibadah seperti masjid, musholla, madrasah diniyah, dan Taman
Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) sudah dipastikan bahwa mayoritas
penduduknya beragama Islam. Namun, ada beberapa orang yang tidak
memeluk agama Islam.
Kegiatan sosial keagamaan di Desa Karanglincak cukup maju hal itu

didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang baik. Beberapa

2 Yusuf Imron (Sekertaris Desa), Wawancara, Kantor Balai Desa Karanglincak Kecamatan Kragan,
6 Juli 2021.
3 1bid.
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kegiatan yang cukup aktif di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan

Kabupaten Rembang, di antaranya :*

a. Yasinan dan Tahlilan merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat
terjadinya kematian warga Desa Karanglincak oleh bapak/ibu selama
tujuh hari, empat puluh harinya dan seterusnya.

b. Pengajian kitab yang dilaksanakan setiap hari sabtu di masjid dan
pengajian yang dilakukan setiap hari besar Islam.

c. Sholawatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga Desa
Karanglincak saat acara selapanan, walimatul tasmiyah, walimatul
khitan, dan hari besar Islam.

Kondisi Sosial Pendidikan

Untuk menentukan seberapa besar faktor keberhasilan suatu
pendidikan, maka dapat dilihat dari sarana dan prasarana di suatu
wilayah. Baik pada lembaga pendidikan formal ataupun non formal.

Desa Karanglincak merupakan daerah yang cukup perhatian di bidang

pendidikan, di mana terlihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang

cukup berkembang. Berikut beberapa sarana dan prasarana yang ada di

Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang :

Tabel 3
Lembaga pendidikan
No | Pendidikan Jumlah
1 | PAUD 3
2 | RA 1
3 |TK 1
4 | TPQ 2
5 Madrasah Diniyah 1
6 | Sekolah Dasar (SD) 1
7 Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1
8 Madrasah Tsanawiyah (MTS) 1
9 Madrasah Aliyah Swasta (MA) 1

* 1bid.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan di
Desa Karanglincak sudah cukup baik. Selanjutnya, terkait data penduduk
menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:®

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Penduduk

No Keterangan Jumlah
1 Tidak /belum sekolah 60
2 Belum tamat SD 414
3 Tidak tamat SD 293
4 Tamat SD/MI 1641
5 Tamat SMP/Sederajat 637
6 Tamat SLTA/Sederajat 223
7 D1/Dll 19
8 S1 53
9 S2 3

Jika kita lihat data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat
pendidikan penduduk di Desa Karanglincak masih tergolong sangat
rendah.

Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Karanglincak merupakan desa yang lokasinya dekat dengan
pesisir pantai, sehingga memungkinkan penduduk bekerja sebagai
nelayan. Dalam hal ini tugasnya yaitu menangkap ikan untuk memenubhi
kebutuhan sehari-hari. Namun, tingkat pendapatan seorang nelayan
begitu rendah untuk keberlangsungan hidupnya. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu bisa faktor alam (cuaca) dan modal. Untuk lebih
jelasnya berikut perincian mata pencaharian peduduk di Desa

Karanglincak :°

Tabel 5
Mata Pancaharian Penduduk
No | Mata Pencaharian Jumlah
1 Petani 65 orang
2 PNS 15 orang
3 Peternak 23 orang
4 Nelayan (perikanan) 1131 orang

® 1bid.
® 1bid.
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5 | Wirausaha 148 orang
6 Industri 10 orang
7 Rumah tangga 1837 orang

B. Latar Belakang Praktik Andongan Kapal Pada Nelayan di Desa
Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Desa Karanglincak merupakan Desa yang lokasinya dekat dengan
pesisir pantai. Hal ini memungkinkan bagi masyarakat setempat rata-rata
bekerja sebagai nelayan. Akan tetapi, tidak semua masyarakat setempat
bekerja sebagai nelayan ada pula yang bekerja sebagai Pegawai Negeri
Sipil, wirausaha, industri, petani, dan peternak.

Nelayan yang kebutuhan sehari-harinya dari hasil laut sangat
bergantung sekali dari hasil tangkapan ikan yang diperolehnya. Jika hasil
tangkapan laut yang diperoleh banyak, maka nelayan dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya dan juga bisa membagi hasil keuntungannya. Namun,
jika hasil tangkapannya sedikit atau bahkan tidak dapat sama sekali, maka
bagi hasil tidak dapat dibagikan dan cenderung berutang/meminjam.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan ikan yang diperoleh
sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ada
beberapa faktor yang membuat nelayan sulit untuk menangkap ikan yaitu :
nelayan tidak memiliki kapal, tidak adanya modal serta cuaca yang tidak
mendukung.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Sekretaris Desa bahwa
permasalahan yang dihadapi membuat nelayan di Desa Karanglincak ini
saling bekerja sama dalam kegiatan penangkapan ikan. Kerja sama ini
disebut dengan praktik andongan (andum along andum buntung).
Andongan kapal merupakan kerja sama yang terjadi hanya pada kalangan
nelayan pemilik modal, di mana mereka saling berbagi keutungan dan
kerugian bersama. Kerja sama ini dapat dilakukan antar nelayan setempat
ataupun berasal dari luar. Para pihak yang terikat dalam kerja sama ini yaitu
antara majikan dan juragan kapal. Majikan merupakan seorang pemilik

kapal sedangkan juragan kapal merupakan nakhoda yang tidak memiliki
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kapal namun memiliki sejumlah modal uang. Praktik andongan ini sudah
menjadi tradisi di kalangan nelayan pemilik modal, karena kerja sama ini
menurut mereka sangat menguntungkan. Kerja sama ini dilaksanakan
secara lisan dengan unsur kepercayaan.’

Sebelum pelaksanaan praktik andongan ini berjalan, antara majikan dan
juragan kapal telah membuat kesepakatan. Di mana isi kesepakatan tersebut
terkait modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Mengenai modal pokok
yaitu dengan cara menghitung nilai harga kapal. Setelah di nilai maka
juragan kapal memberikan modal sahamnya sebagai syarat untuk
mendapatkan bagian. Selanjutnya dalam hal kerja, majikan dapat memilih
apakah dijalankan secara bersama-sama atau mewakilkan usahanya kepada
juragan kapal. Kemudian, keuntungan yang dibagikan berdasarkan
kesepakatan antara majikan dan juragan kapal. Jika modal yang disertakan
besar maka keuntungan yang diterima juga sebanding dengan modalnya.
Lalu mengenai kerugian usaha disesuaikan dengan besarnya modal yang
disertakan.®
Praktik Andongan Kapal pada Nelayan di Desa Karanglincak
Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Kerja sama praktik andongan kapal ini pertama kali dilaksanakan pada
tahun 2015. Di mana pada saat itu bapak Saiful atau juragan kapal
mendatangi rumah milik majikan (bapak Minto dan Kasmu) lalu
mengajaknya dalam sistem andongan. Dikarenakan kapal milik majikan
kekurangan modal dan supaya kapalnya ada pemasukan maka majikan
menyetujuinya. Perjanjian kerja sama dibuat secara lisan dengan prinsip
kepercayaan.

Bapak Minto dan Kasmu selaku majikan kapal berpendapat bahwa kerja
sama ini sangat menguntungkan. Karena kapal miliknya dapat

dimanfaatkan dalam kegiatan penangkapan ikan dan supaya kapalnya ada

"Yusuf Imron (Sekertaris Desa), Wawancara, Kantor Balai Desa Karanglincak Kecamatan Kragan,
6 Juli 2021.

8 1bid.
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penghasilan. Pada saat itu juga kondisi usaha kapal juga kekurangan modal.
Akhirnya bapak Minto dan Kasmu sepakat dengan kerja sama andongan.
Selanjutnya, majikan dan juragan membuat isi perjanjian di mana isi dari
perjanjian tersebut antara lain : Pertama, harga kapal milik majikan setelah
ditaksir seharga Rp. 700.000.000,00 dengan rincian modal Rp.
400.000.000,00 berasal dari bapak Minto dan modal Rp. 300.000.000,00
berasal dari bapak Kasmu. Kemudian untuk masuknya pihak juragan
dirinya (juragan) harus menyertakan saham modal sebesar ¥ harga kapal
yaitu Rp. 175.000.000,00. Kedua, bagi hasil keuntungan 2:1:1 yang mana 2
bagian untuk bapak Minto, 1 bagian bapak Kasmu, dan 1 bagian bapak
Saiful. Adapun kerugian disesuaikan dengan porsi modalnya. Ketiga, pihak
juragan yang telah diberikan kuasa/wakil oleh majikan untuk mengelola
usaha berkewajiban melaporkan seluruh kegiatan usaha kepada majikan
baik dalam hal kekurangan modal, kurangnya ABK, hasil penjualan ikan,
dan lain sebagainya yang terkait dengan pengelolaan kapal. Keempat,
saham modal yang diberikan oleh pihak juragan akan kembali setelah
berakhirnya kerja sama ini dan saham modal akan berkurang jika terdapat
kerugian dalam usaha.®

Namun, dalam penyerahan saham modal pihak juragan hanya
memberikan modal sebesar Rp. 50.000.000,00 kepada majikan dan
kekurangannya setelah kerja sama andongan ini berjalan. Kemudian modal
Rp. 50.000.000,00 tersebut dibelikan perlengkapan kapal oleh pihak
majikan sebagai modal pembekalan melaut. Dan setelah beberapa lama
usaha dijalankan dan mendapatkan keuntungan akhirnya juragan kapal
melunasi saham modal yang disertakan. Mengenai penjelasan bunyi ketiga
dari isi perjanjian kerja sama yaitu jika pada saat melakukan penangkapan
ikan kekurangan ABK, maka pihak majikan mengisi posisi ABK tersebut

dan majikan juga menerima bagian yang diterima oleh ABK. Sementara

® Minto, Wawancara, Karanglincak, 15 Januari 2021.
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untuk modal pembekalan dan pemeliharaan dapat berasal dari modal para
pihak, kas, dan pinjaman/utang.

Menurut bapak Saiful selaku juragan kapal/pengelola terkait perincian
modal usaha dapat berasal sebagai berikut : a) pertama, modal para pihak
yaitu modal yang diberikan oleh majikan dan juragan kapal terhadap
usahanya. Modal yang diberikan tidak harus sama dan disesuaikan dengan
kondisi keuangan. Jadi para pihak bisa memberikan modal berapapun agar
usahanya tetap berjalan. b) Kedua, kas berasal dari hasil tangkapan ikan
yang telah dijual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Lalu dibagikan sesuai
dengan porsi bagian yang diterima oleh para pihak. Misalnya : hasil
penjualan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) memperoleh hasil senilai
Rp. 100.000.000,00. Kemudian uang tersebut sebelum dibagikan maka
dipotong buat modal kas senilai Rp. 20.000.000,00 berdasarkan
kesepakatan. Lalu tersisa Rp. 80.000.000,00 dibagi menjadi dua bagian.
Bagian pertama diterima oleh majikan dan juragan kapal yaitu senilai Rp.
40.000.000,00. Sedangkan bagian kedua diterima oleh juragan kapal dan
ABK vyaitu senilai Rp. 40.000.000,00. Uang yang diterima oleh majikan dan
juragan tersebut dibagi sesuai dengan porsinya yaitu 2:1:1. Sehingga kalau
dirinci maka yang diterima oleh bapak Minto Rp. 20.000.000,00 sedangkan
bapak Kasmu dan Saiful masing-masing Rp. 10.000.000,00. Untuk bagian
juragan dan ABK vyaitu juragan mendapatkan 5 bagian sedangkan ABK
mendapatkan bagian sesuai dengan perannya. Kalau ABK depan
mendapatkan 2 bagian, ABK tengah 1 bagian, dan ABK belakang 1 bagian.
Karena dalam hal ini juragan yang bekerja lebih banyak maka bagian yang
didapatkan juga lebih banyak. Ketika hasil tangkapan yang didapatkan
sedikit maka bagi hasil tidak langsung dibagikan kepadanya (majikan)
namun uang itu digunakan untuk modal kas/jag-jaga dan baru dibagikan
setelah uangnya terkumpul. c) ketiga, meminjam modal kepada pemilik

modal.!

19 1bid.

11 saiful, Wawancara, Karanglincak, 15 Januari 2021.
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Bapak Minto dan Kasmu selaku majikan kapal berpendapat bahwa
modal dapat berasal dari modal para pihak, kas, dan pinjaman. Jika modal
para pihak dan modal kas sedang tidak ada atau dalam hal ini usaha
kekurangan modal. Maka, untuk mendapatkan modal dengan cara
meminjam. Sebagaimana isi perjanjian bunyi ketiga jika kekurangan modal
maka juragan bertugas melaporkan usaha tersebut kepada majikan.
Sehingga ketika saat mau melakukan peminjaman tentu harus adanya izin
atau kesepakatan terlebih dahulu kepada majikan berapa pinjaman yang
dicairkan. Dan jika melakukan pencairan pinjaman tentunya harus disertai
bukti catatan/kuitansi.*2

D. Permasalahan Praktik Andongan Kapal Pada Nelayan di Desa
Karanglincak Kecamatan Kragan

Setelah lama perjanjian kerja sama ini berlangsung, tepatnya sudah lima
tahun. Kapal yang dikelola oleh pihak juragan mengalami kerusakan parah
dan tidak memungkinkan dapat beroperasi kembali. Sehingga juragan kapal
memutuskan untuk mengakhiri kerja sama ini.

Menurut bapak Saiful selaku juragan kapal atau pengelola usaha bahwa
kapal yang digunakan dalam kegiatan usaha sudah tidak dapat digunakan
untuk pergi menangkap ikan. Karena kondisi kapal yang sudah rusak parah
dan perlu perbaikan. Kemudian bapak Saiful mendatangi rumah milik
majikan dan memberitahukan bahwa utang kapal sebesar Rp.
350.000.000,00. Dan pada waktu itu juragan meminta utang tersebut untuk
segera dibayarkan dan tidak lupa saham modal yang dulu disertakan dalam
andongan juga untuk dikembalikan. Namun, setelah memberitahukan utang
kapal tersebut majikan berdalih bahwa majikan belum ada uang untuk
membayar. Kemudian, agar pihak majikan segera membayar utang dan
mengembalikan saham modalnya akhirnya pihak juragan menahan seluruh

perlengkapan milik majikan.*®

12 Minto, Wawancara, Karanglincak, 15 Januari 2021.
13 saiful, Wawancara, Karanglincak, 15 Januari 2021.
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Menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak juragan terkait utang
kapal sebesar Rp. 350.000.000,00 itu. Majikan merasa dirugikan atas apa
yang disampaikan oleh pihak juragan. Padahal selama menjalankan usaha
pihak juragan secara tidak rutin melaporkan usahanya. Di mana kewajiban
juragan tersebut ada dalam bunyi ketiga dari isi perjanjian. Bunyi ketiga dari
isi perjanjian tersebut yaitu pihak juragan yang telah diberikan kuasa/wakil
oleh majikan untuk mengelola usaha berkewajiban melaporkan seluruh
kegiatan usaha kepada majikan baik dalam hal kekurangan modal,
kurangnya ABK, hasil penjualan ikan, dan lain sebagainya yang terkait
dengan pengelolaan kapal.'4

Selanjutnya, utang kapal sebesar Rp. 350.000.000,00 itu tidak ada bukti
catatan/kuitansi yang ditunjukkan oleh juragan. Dan ketika ditanyakan bukti
catatan/kuitansi utang juragan berdalih bahwa kuitansinya hilang.
Kemudian, tindakan yang membuat majikan kecewa kepada juragan yaitu
juragan tidak mencatat segala bentuk kegiatan transaksi baik penerimaan
dan pengeluaran kapal. Misalnya : hasil penjualan ikan di TPI, bekal
pembekalan, perbaikan kapal, meminjam modal dan lain sebagainya. Yang
perlu diperhatikan juragan jika meminjam modal yaitu tentu harus ada
pemberitahuan bahwa usaha sedang kekurangan modal dan harus jelas
berapa pinjaman yang dicairkan.

Kemudian, mengenai tindakan penahanan seluruh perlengkapan kapal
yang dilakukan oleh juragan membuat dirinya (majikan) kesal dikarenakan
kontribusi modalnya hanya sedikit dibandingkan kontribusi modal yang
majikan berikan. Majikan juga meminta secara baik-baik untuk
perpanjangan waktu terkait pengembalian saham modalnya (juragan) dan
utang kapal. Tak hanya itu, majikan juga meminta supaya kapalnya bisa
dikembalikan agar dapat majikan gunakan untuk melaut. Tetapi, juragan

tetap bersikukuh dan meminta agar dibayarkan pada saat itu juga.*®.

14 Minto, Wawancara, Karanglincak, 15 Januari 2021.
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Cara penyelesaian sengketa terhadap praktik andongan kapal nelayan
di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
Setelah para pihak berdalih dengan pernyataannya dan tidak ada
ujungnya. Lalu para pihak menyelesaikannya di kantor kepolisian. Di mana
para pihak untuk memberikan pernyataan yang jujur dan benar.
Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Minto dan Kasmu akhirnya
permasalahan dapat diselesaikan secara damai dengan hasil keputusan
bahwa utang kapal yang mulanya senilai Rp. 350.000.000,00 itu turun
menjadi Rp. 100.000.000,00 dengan perbandingan 2:1:1. Di mana Rp.
50.000.000,00 yang harus dibayarkan oleh bapak Minto. Dan Rp.
25.000.000,00 yang harus dibayarkan oleh bapak Kasmu dan Saiful.
Majikan harus menyerahkan investasi modal yang dulu disertakan oleh
juragan dan juragan harus menyerahkan kapal dan surat izin penangkapan
ikan. Alasan mengapa utang kapal menurun yaitu pihak juragan dalam
menjalankan usaha tidak jujur dan amanah atau ingkar janji. Sebagaimana
kewajiban yang harus dilakukan oleh juragan ketika kekurangan modal
maka wajib melaporkan usaha kepadanya (majikan). Meminjam modal
tanpa adanya izin dan tanpa bukti catatan/kuitansi itu tidak dibenarkan.
Selain itu, lembaga kepolisian juga sering mendapatkan laporan dari warga
bahwa bapak Saiful suka bermain judi di malam hari dan hal itu membuat

resah masyarakat sekitar.®

16 1bid.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ANDONGAN KAPAL
PADA NELAYAN DI DESA KARANGLINCAK KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG

A. Analisis Praktik Andongan Kapal di Desa Karanglincak Kecamatan
Kragan Kabupaten Rembang

Kerja sama andongan kapal adalah kerja sama usaha yang dilakukan
oleh dua orang ataupun lebih, di mana masing-masing dari mereka bersiap
untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama. Dalam
hukum Islam kerja sama ini disebut musyarakah. Musyarakah adalah
persekutuan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dalam suatu
usaha, di mana ada yang menjadi seorang pelaksana usaha. Pelaksana usaha
dapat dilaksanakan oleh salah satu dari anggota atau juga dapat dari pihak
lain yang telah disepakati bersama.!

Pada pembahasan bab sebelumnya, penulis telah memaparkan
mengenai latar belakang terjadinya praktik andongan serta permasalahan
yang dihadapi antara majikan dan juragan kapal di Desa Karanglincak. Di
mana latar belakang terjadinya praktik andongan ini adalah para pihak
sama-sama kekurangan modal. Yang mana pihak majikan kapal kekurangan
modal sedangkan nakhoda/juragan tidak memiliki kapal.

Dalam praktik andongan kapal yang terjadi antara majikan dan
juragan di Desa Karanglincak adalah ketika bapak Saiful (juragan) menemui
bapak Minto dan Kasmu (majikan) untuk diajak kerja sama dalam sistem
andongan (andum along andum buntung). Kemudian majikan dan juragan
bersepakat dan menentukan isi dari perjanjian. Harga kapal milik majikan
sebesar Rp. 700.000.000,00 dengan perincian Rp. 400.000.000,00 milik
bapak Minto sedangkan Rp. 300.000.000,00 milik bapak Kasmu. Hasil

kesepakatannya yaitu pihak juragan harus menyertakan modalnya ¥ dari

! Nilam Sari, Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Banda
Aceh: PeNa, 2015), 172.
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harga kapal yaitu Rp. 175.000.000,00. Tetapi, pada waktu itu juragan hanya
memberikan modal senilai Rp. 50.000.000,00 dan kekurangannya setelah
usahanya berjalan. Kemudian, modal Rp. 50.000.000,00 tersebut dibelikan
perlengkapan pembekalan oleh pihak majikan. Hingga pada akhirnya
kekurangan tersebut dilunasi oleh pihak juragan setelah usahanya untung.

Perjanjian yang terjalin antara majikan dan juragan kapal di Desa
Karanglincak dilakukan secara lisan dengan prinsip kepercayaan. Di mana
secara lisan yaitu ketika juragan mengajak kerja sama dengan majikan
dalam sistem andongan. Kemudian majikan bersepakat dan para pihak
menentukan isi dari perjanjian. Namun, dalam menjalankan usahanya pihak
juragan secara tidak rutin melaporkan usahanya kepada majikan.

Dalam hal kerja pihak juragan bekerja sebagai pengelola kapal dan
majikan bekerja hanya di saat posisi ABK sedang kekurangan ABK. Karena
sebelumnya majikan telah mempercayakan usahanya kepada juragan.
Beberapa kuasa/wakil yang dipercayakan kepada juragan yaitu jika
kekurangan modal, kurangnya ABK, hasil penjualan ikan, dan lain
sebagainya maka juragan wajib memberitahukan hal tersebut kepada
majikan.

Dalam bagi hasil keuntungan para pihak telah bersepakat membagi
hasil keuntungan menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian majikan
dan juragan dengan porsi perbandingan 2:1:1. Sedangkan bagian kedua
yaitu juragan dan ABK. Dalam hal ini juragan mendapatkan dua bagian
sekaligus dikarenakan juragan yang bekerja lebih banyak daripada majikan.
Bagi hasil keuntungan ini terkadang tidak langsung dibagikan kepada
majikan dikarenakan buat modal kas. Di mana kegunaan kas sendiri yaitu
buat modal jaga-jaga ketika kekurangan modal saat melaut dan perbaikan
kapal. Jika modal para pihak dan kas sedang tidak ada atau kekurangan
modal, maka para pihak mencari modal dengan cara melakukan pinjaman.
Namun, tindakan pinjaman yang dilakukan juragan itu tanpa adanya izin
dari pihak majikan. Di mana hal ini tidak sesuai dengan bunyi ketiga dari

isi perjanjian.
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Kerugian dalam usaha ini sebesar Rp. 350.000.000,00. Namun,
kerugian atas usaha yang dikelola juragan ini tidak ada bukti
catatan/kuitansi yang jelas. Dan ketika majikan bertanya kepada juragan
bahwa kuitansinya hilang. Pada saat melakukan pinjaman juragan tidak
memberitahukan/izin terlebih dahulu berapa pinjaman yang dicairkan.
Meskipun pada saat perjanjian juragan telah diberikan kuasa/wakil untuk
mengelola usaha. Namun, tindakan pinjaman tanpa izin ini merupakan hal
yang tidak dibenarkan. Seharusnya pada waktu itu juragan melaporkan
bahwa usahanya sedang kekurangan modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik
andongan kapal yang dilakukan oleh majikan dan juragan di Desa
Karanglincak secara lisan dengan prinsip kepercayaan yaitu juragan telah
ingkar janji dengan isi perjanjian. Di mana pada saat kekurangan modal
pihak juragan memiliki kewajiban melaporkan usahanya. Namun, juragan
tidak memberitahukan kepada majikan dan justru meminjam modal tanpa
izin. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan syarat objek syirkah di mana
modal atau harta dilarang berbentuk harta yang terutang atau harta yang
tidak jelas karena dapat menghalangi tujuan syirkah yakni usaha untuk
mendapatkan keuntungan.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Andongan Kapal Nelayan di

Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan memberikan pembahasan
tentang analisis hukum Islam terhadap praktik andongan kapal pada nelayan
di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang untuk

menjawab rumusan masalah.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan mengeni praktik andongan
kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
termasuk dalam kategori jenis musyarakah. Di mana hukum melaksanakan
akad musyarakah itu dibolehkan sesuai dengan firman Allah Swt. dalam
Alquran surat Ash-Shad ayat 24:
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Codlall ket s 15ats G5 VY ek 8 adians ad Tl 3 1S 05
A6 3

Artinya :“Memang banyak di antara orang-orang yang berserikat itu
berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”.
(Q.S. Ash-Shad: 24)?

Maksud kandungan ayat di atas ialah Allah Swt. memerintahkan kepada
orang-orang yang berserikat atau bekerja sama untuk memahami dengan
benar prinsip-prinsip muamalah, salah satunya tidak berbuat zalim kepada
partner kerja. Namun, terkadang masih banyak dari orang yang terikat dalam
kerja sama berbuat zalim kepada partnernya. Orang yang tidak berbuat
demikian termasuk golongan orang yang beriman dan mengajarkan amal
soleh. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa dasar hukum musyarakah
itu diperbolehkan selama tidak berbuat zalim dengan partner kerja sama kita.

Namun, akad musyarakah baru dapat dinyatakan sah jika telah terpenuhi
rukun dan syaratnya sesuai dengan apa yang ditentukan dan disepakati oleh
para ulama. Sebab, rukun dan syarat merupakan fondasi wajib dalam
menjalankan praktik musyarakah dan apabila tidak dipenuhi maka dianggap
tidak sah. Jika dianalisis dari praktik andongan yang dilakukan antara
majikan dan juragan kapal di Desa Karanglincak, maka praktik andongan ini
termasuk dalam kategori syirkah ‘inan yaitu kerja sama yang dilakukan
antara dua orang atau lebih dalam hal harta dan pekerjaan tanpa disyaratkan
kesamaan antara orang yang berserikat. Sebagaimana yang telah dijelaskan
pada bab sebelumnya bahwa para ulama fikih empat mazhab bersepakat
terkait diperbolehkannnya syirkah ‘inan. Hanya saja terdapat perbedaaan

pada syarat-syaratnya sebagaimana pada penamaannya.

Berikut analisis hukum Islam terhadap praktik andongan kapal yang

dilakukan antara majikan dan juragan kapal di Desa Karanglincak

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., 454.
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Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ditinjau dari segi rukun dan syarat

musyarakah :

1. Analisis sighat (ijab dan kabul)

Menurut mazhab Hanafi rukun syirkah hanya ada satu yaitu ijab dan
kabul. Adapun menurut ketiga imam mazhab yaitu Maliki, Syafi’i dan
Hanbali rukun syirkah terdiri dari tiga bagian yaitu sighat, para pihak
yang berserikat, dan objek akad. Sighat merupakan pernyataan yang
keluar dari para pihak yang berserikat yang menunjukkan niat untuk
melaksanakannya baik berupa ucapan atau perbuatan. Dalam
pelaksanaannya, praktik andongan ini dilakukan secara lisan. Di mana
bapak Saiful (juragan kapal) mendatangi bapak Minto dan Kasmu
(majikan) untuk diajak dalam sistem andongan (andum along andum
buntung). Kemudian, kedua belah pihak bersepakat dengan isi perjanjian
yaitu : pertama, harga kapal milik majikan ditaksir senilai Rp.
700.000.000,00 dengan rincian modal Rp. 400.000.000,00 berasal dari
bapak Minto dan Rp. 300.000.000,00 berasal dari bapak Kasmu.
Kemudian untuk masuknya pihak juragan dirinya (juragan) harus
menyertakan saham modal sebesar ¥ harga kapal yaitu Rp.
175.000.000,00. Kedua, bagi hasil keuntungan 2:1:1 yang mana 2 bagian
untuk bapak Minto, 1 bagian bapak Kasmu, dan 1 bagian bapak Saiful.
Adapun kerugian disesuaikan dengan porsi modalnya. Ketiga, pihak
juragan yang telah diberikan kuasa/wakil oleh majikan untuk mengelola
usaha berkewajiban melaporkan seluruh kegiatan usaha kepada majikan
baik dalam hal kekurangan modal, kurangnya ABK, hasil penjualan ikan,
dan lain sebagainya yang terkait dengan pengelolaan kapal. Keempat,
saham modal yang diberikan oleh pihak juragan akan kembali setelah
berakhirnya kerja sama ini dan saham modal akan berkurang jika
terdapat kerugian dalam usaha.

2. Analisis pihak yang berserikat
Menurut mazhab Hanafi para pihak yang berserikat bukanlah

termasuk dalam rukun syirkah, melainkan hanya sebagai syarat demi
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wujudnya sighat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi’i, dan

Hanbali para pihak yang berserikat termasuk dalam rukun syirkah.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berserikat

yaitu pandai, dewasa (baligh), berakal, dan kompeten. Kerja sama

andongan ini dilakukan oleh tiga pihak di mana para pihak terdiri dari
majikan dan juragan kapal. Majikan kapal yaitu bapak Minto dan bapak

Kasmu. Sedangkan juragan kapal yaitu bapak Saiful. Para pihak yang

terikat dalam kerja sama ini telah dewasa (baligh), berakal, dan pandai.

Namun, dalam mengelola usaha pihak juragan tidak menjalankan tugas

sebagaimana kewajibannya yaitu melaporkan kegiatan usaha dan

mencatat transaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa juragan orang yang
tidak kompeten.
3. Analisis objek syirkah

Menurut ulama fikih empat mazhab bahwa objek syirkah bisa berupa
harta ataupun pekerjaan. Harta objek syirkah dilarang berupa harta utang
atau harta yang tidak jelas karena dapat menghalangi tujuan syirkah yaitu
usaha untuk mendapatkan keuntungan. Modal musyarakah harus
diketahui dan ada pada saat transaksi.® Namun, ada beberapa syarat yang
masih diperselisinkan di antara ulama fikih empat mazhab sebagai
berikut:

a. Syafi’iyyah mensyaratkan bahwa modal berasal dari benda yang
dipersamakan (mitsl), benda tersebut bisa dipertukarkan, ditimbang,
dan bisa diperjualbelikan dengan salam semacam emas dan perak.
Hanafiyah serta sebagian Hanabilah mensyaratkan bahwa modal
harus berupa nilai (harga), bukan barang meskipun bisa ditukar dan
ditimbang. Malikiyah serta sebagian Hanabilah mensyaratkan
bahwa modal tidak disyaratkan berupa barang mitsl, tetapi boleh

selain barang mitsl.

3 Danang Wahyu Muhammad, “Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiyaan Musyarakah Pada
Bank Syariah”, Jurnal Hukum Bisnis, No.3, (2014), 278.
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b. Mayoritas ulama tidak mengharuskan aset modal dicampur.
Sedangkan syafi’iyyah mensyaratkan aset modal wajib dicampur.

c. Malikiyah dan Syafi’iyyah mensyaratkan pembagian keuntungan
ditetapkan oleh persentase tiap-tiap kontribusi modal. Hanafiyah
serta Hanabilah berpendapat kalau bagian keuntungan bisa

didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bekerja sama.*

Dalam pelaksanaan praktik andongan kapal antara majikan dan
juragan kapal di Desa Karanglincak yaitu modal berasal dari para pihak,
kas, dan utang. Modal pokok dalam melaksanakan praktik andongan
adalah sebuah kapal milik bapak Minto dan Kasmu (majikan) dengan
nilai harga kapal Rp. 700.000.000,00. Dengan perincian Rp.
400.000.000,00 milik bapak Minto dan Rp. 300.000.000,00 milik bapak
Kasmu. Sebagaimana kesepakatan antara majikan dan juragan kapal
bahwa bapak Saiful harus memberikan kontribusi ¥ dari harga kapal
yaitu Rp. 175.000.000,00. Kontribusi modal yang diberikan oleh majikan
jauh lebih besar dibandingkan oleh juragan kapal. Selanjutnya, modal kas
berasal dari harta hasil tangkapan ikan yang telah dijual di TPl yang
digunakan sebagai modal usaha jika kekurangan modal serta
pemeliharaan kapal. Namun, umumnya kerja sama ini menggunakan
modal utang. Di mana menurut para ulama fikih empat mazhab bahwa
modal dilarang berupa utang atau harta yang tidak jelas karena dapat

menghalangi tujuan syirkah.

Kemudian, dalam hal kerja juragan kapal berkontribusi jauh lebih
besar dibandingkan majikan. Karena majikan telah memberikan
kuasa/wakil agar juragan kapal mengelola usaha. Dengan syarat juragan
kapal harus melaporkan segala hal yang terkait dengan usaha. Seperti
mencatat transkasi usaha, kekurangan modal, dan kekurangan ABK.

Namun, faktanya juragan kapal tidak menjalankannya.

# Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis
Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), 98.
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Berdasarkan pembagian keuntungan antara majikan dan juragan
kapal bersepakat bahwa keuntungan yang diterima yaitu 2:1:1. Di mana
bapak Minto 2 bagian, bapak Kasmu 1 bagian, dan bapak Saiful 1
bagian. Tak hanya itu, bapak Saiful (juragan kapal) juga menerima 5
bagian atas hasil kerjanya dalam menjalankan usaha dan para ABK
menerima bagian sesuai tugasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama
fikih empat mazhab mengenai besarnya pembagian keuntungan harus

diketahui dengan penjumlahan yang berlaku.

Selanjutnya, mengenai permasalahan yang dihadapi antara majikan
dan juragan kapal dalam praktik andongan yaitu mengenai kerugian
usaha sebesar Rp. 350.000.000,00 itu sangat merugikan pihak majikan.
Beberapa alasannya yaitu majikan memberikan kontribusi modal di saat
usaha kekurangan modal, keuntungan dari hasil tangkapan ikan tidak
dibagikan, juragan kapal tidak melaporkan usaha sebagaimana tanggung
jawabnya bahkan juragan meminjam modal tanpa izin, dan tidak
mencatat transaksi usaha sebagaimana tidak adanya bukti kuitansi atas

usaha.

Sebagaimana dalam kaidah fikih bahwa akad kemitraan merupakan
bentuk pendelegasian kuasa dan memiliki konsekuensi logis berupa

amanah. Lafaz dari kaidah fikih yaitu sebagai berikut:
Bulis D v S

“Prinsip kemitraan/perkongsian dalam bisnis adalah pemberian
kuasa (wakalah) dan tanggung jawab (amanah)”.

Maksudnya, dalam akad kemitraan bisnis syariah adalah pemberian
kuasa/wewenang dalam upaya pengembangan modal melalui usaha
bisnis untuk memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Keuntungan yang
dihasilkan dari pengelolaan modal ini menjadi keuntungan bersama dan

akan dibagi secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama. Tidak

hanya itu, kemitraan ini memberikan konsekuensi logis berupa tanggung
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jawab dalam mengelola modal usaha dalam bisnis kemitraan. Oleh
karena itu, kerugian dalam akad syirkah akan dibagi secara proporsional
sesuai dengan besarnya nisbah kepemilikan tiap-tiap pihak.®

I

S50 iy I3y 033 it oy w2 s

“Kemutlakan pengelolaan modal bagi para pihak (syarik amil)
dalam akad kemitraan dibatasi berdasarkan izin, kebiasaan dan
kuntungan perkongsian”.

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa pengelolaan modal usaha
bersama harus dilakukan berdasarkan kontrak yang disepakati dalam
perjanjian bisnis. Perjanjian bisnis ini didasarkan pada kesepakatan para
pihak yang ikut serta dalam akad syirkah, berbentuk kewenangan-
kewenangan yang dimiliki oleh para pihak. Oleh sebab itu, kebijakan
yang diambil dalam pengelolaan modal syirkah harus berdasarkan izin
kedua belah pihak, kebiasaan (urf) yang wajar dalam usaha, dan
kepentingan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan usaha kemitraan

dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.®

Dari uraian di atas, maka praktik andongan kapal yang terjadi antara
majikan dan juragan kapal di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang menurut hukum Islam tidak sah. Karena tidak
terpenuhinya syarat musyakarah. Di mana bapak Saiful (juragan kapal)
yang diberikan kuasa/wakil tidak melaksanakan kewajibannya.
Kemudian dari objek syirkah berupa harta terutang. Sebagaimana para
ulama fikih empat mazhab melarang modal berupa utang atau harta yang
tidak jelas karena dapat menghalangi tujuan syirkah yaitu mendapatkan

keuntungan.

> Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer..., 148-149.

® 1bid.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab
sebelumnya, terkait pembahasan tentang praktik andongan kapal yang
dilakukan antara majikan dan juragan di Desa Karanglincak. Maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik andongan kapal yang terjadi antara majikan dan juragan di Desa
Karanglincak dilakukan secara lisan dengan prinsip kepercayan. Di
mana pada waktu itu juragan mendatangi rumah majikan untuk
mengajaknya dalam sistem andongan. Kemudian para pihak bersepakat
dan menentukan isi perjanjian secara lisan. Salah satu isi perjanjian yaitu
majikan telah memberikan kuasa/wakil kepada juragan untuk mengelola
usaha. Namun, dalam pelaksanaannya juragan telah ingkar janji.
Sebagaimana bunyi ketiga dari isi perjanjian bahwa pihak juragan yang
telah diberikan kuasa/wakil untuk melaporkan usahanya baik usaha
kekurangan modal, kekurangan ABK, hasil penjualan ikan, dan lain
sebagainya yang terkait usaha. Tetapi, juragan justru secara tidak rutin
tidak melaporkan usaha tersebut. Kemudian, total kerugian usaha senilai
Rp. 350.000.000,00 yang digunakan untuk modal usaha (pinjaman) juga
telah dicairkan oleh juragan namun tanpa ada izin atau kesepakatan
terlebih dahulu dengan majikan. Dan pinjaman yang dicairkan juga
tidak adanya bukti catatan/kuitansi dengan alasan buktinya hilang.
Sehingga dapat dikatakan juragan termasuk orang yang tidak cakap
hukum.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik andongan kapal yang terjadi
antara majikan dan juragan kapal di Desa Karanglincak tidak sah.
Karena tidak memenuhi unsur syarat musyarakah yaitu pihak yang
berserikat tidak amanah. Sebagaimana perbuatan ingkar janji yang telah

dilakukan oleh juragan kapal terkait isi perjanjian. Kemudian, terkait

60
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objek syirkah berupa harta terutang. Di mana juragan kapal meminjam
modal tanpa izin atau kesepakatan terlebih dahulu dengan majikan.
Sehingga tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana syarat
objek syirkah menurut ulama fikih empat mazhab modal dilarang
berbentuk harta yang terutang atau harta yang tidak jelas karena dapat
menghalangi tujuan syirkah yakni usaha untuk mendapatkan
keuntungan.
B. Saran
Dari praktik yang telah dilakukan oleh majikan dan juragan, maka
penulis memberikan saran kepada para pihak, yaitu:

1. Bagi majikan, hendaknya dalam melakukan akad kerja sama dengan
siapa pun harus mengenal/mengetahui terlebih dahulu sifat pribadi dari
mitra nya agar terhindar dari penipuan.

2. Bagi juragan, hendaknya dalam menjalankan usaha untuk
mencatat/membukukan setiap transaksi usaha (bukti kuitansi) untuk
menghindari perselisihan. Dan jika telah diberikan kuasa/wakil untuk
mengelola usaha harus memiliki prinsip jujur dan amanah tidak boleh

ingkar janji.
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